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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6

Tahun 2Ol7 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Grand Strategi Pengelolaan Hasil Hutan

Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O19-

2038;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 195E tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6491;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangpemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlS Nomor 5g, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567!; !



.J. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

Pengelolaan Hasil

Tenggara Timur

Tenggara Timur

Hutan Bukan Kayu

(Lembaran Daerah

Tahun 2017 Nomor

2Ol7 tentang

di Provinsi Nusa

Provinsi Nusa

006, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

oo87);

MEilUTUSKAII:

llenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GRAND STRATEGI

PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OI9.2O34.

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang

kehutanan tingkat provinsi.
4. Grand Strategi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Grand Strategi HHBK adalah
Dokumen Perencanaan Pengelolaan HHBK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk periode 2O (dua puluh) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan
2038 dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 2

Grand Strategi HHBK sebagaimana dimaksud
memberikan gambaran, arah dan kebijakan
HHBK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

dalam Pasal 1 angka 3, bertujuan
bagi para pihak dalam mengelola

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Grand Stu.:ategi HHBK.
(21 Grand Strategi HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6

(enam) bab sebagai berikut:
a. BAB I. Pendahuluan;
b. BAB II. Gambaran Umum dan Kondisi Pengelolaan HHBK di NTT;
c. BAB III. Tinjauan Kebijakan Pengembangan HHBK;
d. BAB tV. Kebijakan Pengembangan HHBK;
e. BAB V. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HHBK; dan
f. BAB VI. Penutup.

(3) Uraian lebih lanjut dai Grand Strategi HHBK sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 1y'



(1)

(21

Pasa] 4

Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
Hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan kepada Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O19.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

TenggaraTimur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal \ &*a46a11:- 2018
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BA8 I
PEITD/IHI'LUAIT

1.1 Iatar Belakang

Hutan memiliki fungsi yang beragam, mulai dari fungsi ekologis,

sosial dan ekonomi yang sangat besar nilainya. wahyudi

(2013)menyatakan bahwa berdasarkan fungsi dan manfaat hutan

terdapat dikotomi produkyang dihasilkan hutan, yaitu produk utama

(major products) sebagai kelompok kayu dan produk sampingan / ikutan

(minor productsl atau yang diistilahkan sebagai hasil hutan bukan kayu

(non-timber forest productsl. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat

didefinisikan sebagai hasil hutan hayati, baik nabati maupun hewani,

beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu yang berasa-l dari

hutan. Meski disebut sebagai produk ikutan hutal, namun dari berbagai

hasil riset melaporkan bahwa potensi hasil hutan kayu (HHK) dari

ekosistem hutan hanya mencapai 10%, sedangkan 9oo/o diantaranya

dalam bentuk HHBK.

Dalam perkembangan terkini secara global terdapat pergeseran

paradigma dalam pengelolaan HHBK seiring menguatnya urgensi

pembangunan hutan berkelanjutan (Chamberlain, et al, 2Ol4; Shackelton'

et al, 2Oll; Wahyudi, 2ol3).Dalam konteks pengelolaan hutan

berkelanjutan (sustainable forest managenenq yanlg mendasarkan pada 3

standar fundamental yaitu justifikasi sosial, ekologi dan ekonomi yaitu :

(l) diterima secara sosial dan merata (eqitablel, (2) dampak yang

ditimbulkan harus ramah lingkungan, serta (3) dampak ekonomi bagt

masyarakat local harus bersifat positif, maka pengelolaan HHBK jika

dilakukan secara tepat akan memenuhi ketiga kriteria

tersebut(Chamberlain, et d, 2Ol4l.

Beberapa alasan pentingrrya lainnya pengelolaan, pemanfataan dan

pengolrahan HHBK seperti dikutip dari Arnold & Perez (1998 dalam

Wahyudi, 2013) antara lain : (a) nilai komoditas HHBK dapat memberikan

kontribusi langsung terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan

masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar wilayah hutan tersebut j*a 4t
-



dibandingkan hasil hutan utama; (b) eksploitasi HHBK umumnya

menimbulkan kerusakan tegakan ttnggal (inpact logSrnSl yang lebih

sedikit dibandingkan pemanen€rn at'au. Iogging kayu; (c) pemanfaatan

komoditas HHBK dapat memberikan nilai tambah hutan dengan

pemanfaatan hasil hutan yang belum dikelola maksimum; dan (d)

pemanfataan HHBK berhubungan erat dengan usaha pemberdayaan

masyarakat di dalam dan sekitar hutan.Sunderland, et at (2013) bahkart

menyatakan bahwa HHBK saat ini sering disanjung sebagai "peluru

peraK (siluer bulleQ dimana dapat dijadikan sebagai sarana penyediaan

insentif ekonomi untuk dapat mengkonsewasi tegakan kayu/hutan serta

berkontribusi bagi perikehidupan masyarakat local.

Dalarn konteks pengelolaan HHBK diatas maka sangat relevan jika

dikaitkan dengan kondisi bentang lahan dan bentuk pengeloaan hutan di

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nfi). Hal ini disebabkan karena Prov NTT

umumnya memiliki kondisiklimatik yang semi-arid danmonsoonal dengan

kondisi bentang alam berupa pulau-pulau kecil serta daerah tangkapan

air (catchment area) yang sangat didominasi berukuran sangat kecil.

Selain itu, umumnya juga didominasi topografr berlereng/berbukit serta

bentuk pengelolaan agroekosistem yang lekat dengan pemanfaatan api

dalam pralctek tebas-bakar (slash-and-bum), ternak lepas dan

perladangan berpindah(Ataupah, 20OO; Riwu Kaho, 2O05) menjadikan

tidak banyak wilayah di NTT dengan klimaks vegetasi berupa hutan (Riwu

Kaho,2OO5).

Hutan (dalam pengertian produk hutan utama adalah kayu)

jugasering dianggap tidak memberikan sumbangsih berarti bagi

perekonomian wilayah dan masyarakat setemPat. Pendapat ini dapat

dijustifikasi dari fakta bahwa dari total 3.270 desa/kelurahan di NTT,

terdapat 2.308 atau 71% desa/kelurahan tersebut berada disekitar dan

enclave dari kawasan hutan. Namun data lain justru memperlihatkart

bahwa masih terdapat sekitar 1,2 juta jiwa warga yang termasuk dalam

penduduk niskin dan umumnya berpendidikan rendah (BPS, 2017). Jika

ditilik dari proporsi luas kawasan hutan di Prov NTT yang lebih

didominasi oleh fungsi hutan lindung dan konservasi(6g% dari total intas 4l



wilayah), maka peluang pemanfaatan dan pengelol,aan hutan untuk

produk kayu sebenarnya sangat terbatas. Namun, disisi yang lain, fakta

lain menunjukkal bahwa terdapat potensi HHBK yang sangat besa-r yang

telah, sedang atau dapat dikelola oleh masyarakat yang berada di sekitar

atau didalam kawasan hutan di NTT (lihat Bab II untuk penjelasan lebih

jauh). Dengan demikian, penting untuk menggeser rejim pengelolaan

hutan di NTT dari produk kayu menjadi HHBK untuk mencapai tujuan

hutan yang lestari (sustainable). Justifrkasi lain datang dari Byron &

Arnold (1999 dalam S};Lackelton, et aL,20l3l yang melaporkan bahwa nilai

yang dapat disumbangkan dari alctivitas berbasis HHBK bagi ekonomi

rumah tangga sangat signifrkan dan dapat berkontribusi positif bagi

kesejahteraan dan keamalal perikehidupan (liuelihood securitgl masyarat

pedesaan y.rng umumnya miskin (lihat Bab II untuk penjelasan lebih

lanjut).

Di Indonesia dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.35/Menhut-Il/2OO7 telah menetapkan 59f komoditi HHBK yang

digolongkan kedalam HHBK nabati dan HHBK hewani. Selain itu,

mengacu pada Permenhut No. P2l /Menwt-ll/2OO9 tentang kriteria dan

indicator penetapan HHBK unggulan, untuk tujuan prioritas

pengembangan dan pembudidayaan HHBK unggulan (nasional, provinsi

dan local/kab/kota setempat) juga telah menetapkan 6 jenis HHBK

unggulan nasional yaitu Rotan, Bambu, Sutera alam, kbah Madu,

Gaharu, dan buah Nyamplung.

Di Provinsi NTT paling tidak terdapat beberapa produk HHBK yang

telah dikelola dan dirnarrfaatkan sejak lama serta memiliki nilai ekonomi

yang tingg antara lain gaharu, kesarnbi, cendana, kemiri, empon-empon,

pinang, madu hutan, bambu, kenari, rusa timor, kutu lak dan

sebagainya. Bahkan beberapa komoditas yang ada di Provinsi NTT seperti

asam biji, kemiri, cendana, gaharu, strip bambu dan madu menjadi

komoditas HHBK unggulan, baik di tingkat nasional dan provinsi serta

bahkan di tingkat internasional seperti cendan a (Santalum album

L.).Dengan potensi yang disebutkan diatas, maka ironis jika fakta yang

tersaji adalah HHBK justm belum menjadi primadona dalam mendorcng,lt



perekonomian masyarakat dan wilayah serta

yang semestinya dari pemerintah. Ini tercermin

beberapa jenis HHBK yang cukup tinggi.

mendapatkan perhatian

dari fluktuasi produksi

- - 
- ave.aze 22

Gambar 1.1
Fluktuasi Produksi (%) beberapa Komoditi HHBK di NTT

dalam Lima Tahun Terakhir
(Sumber : Njurumana, 2016)

Selain itu, jikalaupun telah berjalan, maka dari berbagai penelitian

justru menunjukkan bahwa rantai nilai (ualue chainl dan tata niaga atau

pasar dari produk-produk HHBK ini belum memberikan nilai tambah

yang berarti bagi para masyarakat sekitar yang notabene selain sebagai

pengguna (use{, tetapi juga menjadi penerima manfaat langsung dari

HHBK.Padahal nilai ekonomi dari beberapa produk HHBK seperti pinang

dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika dikelola secara baik'

memiliki nilai yang setara dengan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi

NTT saat ini (Lihat Bab II untuk penjelasan lebih lanjut).

Jika dikaitkan dengan visi dan misi Gubernur & Wakil Gubernur

terpilih Provinsi NTT Tahun 2OL8 - 2023, maka pengelolaan HHBK dapat

mendorong tercapainya visi "NTT bengEt newuJudLen maeyarakat

seJahtera delem blngkal Ifegera Lesatuaa RI" dan HHBK sesuai dengan

beberapa misi seperti misi pertama"pendekntan pembangunan gang

bersifat inklusif dan berkelonjutaf dan pemanfaatan HHBK sebagai jasa

hutan (Wahyudi, 2013) ini merupakan pengejewantahan langsung dari

misi kedua tentang " pembangunan pariuisata dalam rangkn

pemberdagaan masgarakat Provinsi NTT sebenarnya telah berada pada Q



"on tle right traclt dalam peta jalan (roadmapl pengelolaan HHBK seiring

disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No' 6 Tahun 2Ol7 tentang

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan ruang lingkup mulai dari

penetapan HHBK unggulan dan pembentukan sentra HHBK unggulan'

pengelolaan, pemanfaatal, pemungutan, penatausahaan sampai pada

pembinaan dan pengendalian serta pembiayaan'

Keseluruhan ruang lingkup diatas akan terbaca pada dokumen

grand strategi pengelolaan HHBK unggulan ini yang dibuat dengan

berlandaskan pada prinsip keterpaduan (integrasi) berbagai pemanglu

kepentingaa (staketalder$ mulai dari pengelolaan HHBK dari hulu hingga

hilirsertaberbasisbentangalamuntukmemastikankeadilan'efisiensi
dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya HHBK yang dapat mendorong

tercapainya keadilan pembangunan secara merata, kesejahteraan

masyarakat dan pemerintah serta kondisi lingkungan yang lebih baik'

1.2 lbJuan den Saserrn

GRAND STRATEGY PENGELOI.,AAN HHBK UNGGULAN DI

PRoVINSINUSATENGGARATIMURmerupakandokumenperencanaa'n

pengelolaan HHBK di Provinsi Nfi yang bertuJuen memberikan

gambaran, arah dan kebijakan bagi seluruh stakeholder dalam mengelola

HHBK di Provinsi NTT. Sebagai sebuah dokumen perenqmaan tentunya

keberadaannya tidak lepas dari sistem perencanaan yang lebih luas dan

umum. Perencalaan pengelolaan HHBK ini disusun sejalan dengan

Strategi pengembangan HHBK nasional serta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Seaaran yanC inCm dicapai oleh GRAND STRATEGY PENGELOLAAN

HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURYAiTU :

l.MengelolaproduksiHHBKunggulan,baikyangbersifatekstraktjf
maupun budidaya di Provinsi NTT secara lestari,

2. Mengolah HHBK secara optimat sehingga memberikan manfaat

ekonomis, ekologis dan sosial secara maksimal,

3. Memasarkan HHBK secara terpadu untuk meningkatkaa

ke sej alrteraan masyarakat. 4l



1.3 Ruaag llngluP

GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR meliputi :

1. Perencanaan pengelolaan kawasan hutan (hutan hak dan hutan

negara) untuk memastikan kelestarian produksi HHBK Unggulan'

2. Pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan usaha dalam

pemanfataan HHBK Unggulan,

3. Pengelolaan usaha atau bisnis dalam pemanfaatan HHBK

Unggulan.

Ketiga aspek pengelolaan tersebut didasarkan pada karakteristik

bentang alam yang unik dan spesifik di berbagai daerah di NTT yaitu pada

kawasan hutan dan diluar kawasan hutan (APL) serta kondisi topogralis,

iklim, geologi, edafik dan corak pemanfaatan wilayah oleh masyarakat'

Hal ini diperlukan untuk menjamin pengelolaan HHBK yang lestari' baik

secara sosial-budaya, ekonomis maupun secara ekologis.

GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ini dirancang untuk periode 2O tahun

(2018-20371 sertaakandilakukanmonitoring dan evaluasi secara berkala

dalam periode 20 tahun.

1.4 Metodologl

Penyusunan GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dilaksanakan berdasarkan

analisis spasial dan potensi (produksi, kesesuaial lahan dan pasar)

HHBK. Analisis spasial dilakukan untuk mememetakan sebaran

(distribusi), potensi dan peluang pengembangan HHBK' baik dalam aspek

produksi (budidaya ataupun ekstraktif), pengolahan dan pemasaran

HHBK.

Hasil analisis digunalan sebagai dasar penyusunan stratery-

strateg/ pengelolaan HHBK. Pengelolaan HHBK meliputi tiga aspek yaitu

kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Masing-masing

aspek tersebut memiliki strateg/ umum yang ditedemahkan kedalam

program dan kegiatan. Selain strates/ umum dalam dokumen gr:arfi &--a



strate$/ ini juga terdapat strateg/ khusus untuk memastikan

implementasi stratery-stratery umum yang telah disusun'

1.5 Kerengla KolsePtual

DA1AM GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN

YANGDIPRoVINSINUSATENGGARATIMURsubstansiketentuanumum

meliputi:

1. Kelompok Kerja Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut

POKJA HHBK adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Gubernur

dalam rangka mendorong kebijakan-kebirjakan pengembangan HHBK

di Provinsi;

2. Kawasan hutan adalah wifayah tertentu yang ditunjuk dan/atau

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetaP;

3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak

dibebani hak atas tanah;

4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokokmemProduksi hasil hutan;

6. Hutan Konservasi adalah kawasal hUtan dengan ciri khas tertentu,

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

7. Kemitraan Kehutanal adatah kerjasama antara masyarakat

setempatdengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan

hutan/jasahutan, i n pinjam pakai kawasan hut€n atau pemegang

izin usahaindustri primer hasil hutan;

8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak

atastanah; 4!



10.

11.

12.

9. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutal yang berada

padatanah yang dibebani hak atas t€nah atas nama

perseorangan / badanhukum.

Hasil Hutan Bukan Kayu selar{utnya disingkat HHBK adal,ah hasil

hutan hayati baik nabati maupun hewani dan turunannya yang

berasal dari hutan kecuali kaYu;

HHBK unggulan adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki

potensi ekonomi yang dapat dikembangkan budidaya maupun

pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi bioftsik setempat

guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

Pengelolaan HHBK adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan-kegiatan

pengembangan HHBK;

Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan

danmengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak

merusallingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokokrrya;

Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambit HHBK

denganbatasan waktu, luas danlata]o volume tertentu;

Penatausahaan HHBK yang berasal dari Hutan Negara adalah

kegiatanpencatatan, dokumentasi dan pelaporan HHBK yang

meliputiperencanaan produksi, pemanenan/ Pemungutan,

pengukuran dan/ataupengujian, pengangkutanlpetedaran dan

pengumpulanserta pengotrahan;

16. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak adalah kegiatan

yancgreliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan

j enis, pengangkutan/ peredaran;

17. Sentra adalah pusat integrasi kegiatan ekonomi produktif

yangterkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu yang

menghasilkanproduk/menggunakan bahan baku yang sama/sejenis

dan mempunyaiprospek untuk dikembangkan ke dalam klaster; Q

t4.

15.

8



18. Sentra HHBK Unggulan adalatr pusat integrasi ekonomi

produktilkelompok usaha berbasis HHBK Unggulan yartg

terkonsentrasi padadaerah atau kawasan tertentu serta memiliki

prospek untukdikembalgkan ke dalam klaster;

19. Pembentukan Sentra HHBK adalah upaya yang diprakarsai

olehpemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha produktif

HHBKUnggulan di suatu wilayah tertentu secara sistematik dan

terpadumelalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang

terkonsertrasi. p



BAB II

GAMBARAI{ UMT'II DAIT KONDISI PENGEIOLAAIT HHBK

DI NUSA TTIYGCIARA TIMUR

2.1 Kondlsl Blolistk dan Urglrungar

Berdasarkan kondisi biofrsik dan sebaran geografis wilayahnya'

provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakal provinsi kepulauan' HaJ

ini diindikasikan oleh wilayah geografrs yang terdiri dari 1'192 pulau'

sebanyak 432 pulau telah mempunyai nama, dan baru sebanyak 44

pulau yang telah berpengtruni. Pulau-pulau yang telah berpenghuni

umumnya adalah pulau-pulau besar, dengan sebutan Flobamorata

(Ftores, Sumba, Timor, Alor, dan lembata)'

Luas wilayah daratal provinsi NTT mencapai 47 '931'54 brt2 
'

terletak antara 80 - 12o Lintang Selatan dan 118' - 125o Bujur Timur'

Secara administrasi, wilayah NTT terbagr atas 21 kabupaten dan 1 kota'

dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur sebesar 7'005'00

km2 (14,61%l dan Kabupaten Kupang sebesar 5'525,83 km2 (11'53%)'

Wilayah administratif terkecil adalah Kota Kupang sebesar l8O '27 lfiL2

(O,38%) darr Kabupaten Sabu Raijua sebesar 460,47 km2 (O 
'96%l '

2.1.1. Keadaan lklim

Wilayah NT'T secara umum merupakan wilayah yang dominan

beriklim kering, dimana dalam setahun musim hujan berlangsung selama

5 bulal (November - Maret), dan musim kemarau berlangsung selama 7

bulan (April - Oktober). Keragaman iklim pada wilayah NTT erat

kaitannya dengal pola monsoonal (musiman) yang dicirikan oleh bentuk

pola hujan yang bersifat unimodal (satu puncak musim hujan, yaitu pada

Januari atau Februari). Musim hujan dan musim kemarau di Nusa

Tenggara Timur terjadi seiring dengan bertiupnya monsun secara

periodik, yaitu monsun Asia (Desember-Januari-Februari) dan monsun

Austra-lia (Juni-Juli-Agustus) dimana monsun ini tercipta sebagai akibat

perbedaal tekanan udara wilayah utara-selatan. Tipe hujan eratik yang
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Noelrnina, 2O1S). Hal ini memberi gambaran bahwajika tidak dilakukan

pengelolaan secara hati-hati, potensi sumberdaya hutan tersebut akan

mengalami kerusakan berat. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan

daya dukungnya untuk penyediaan bahan baku kayu dan non kayu, serta

aneka bentuk jasa lingkungan yang bermanfaat untuk masyarakat.

2.1.2 Koadlet Demqgref drn Sostet Ekonoml

Jumlah penduduk propinsi NTT pada tahun 2017 sebanyak

5.203.514 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari 2.577.95.? jiwa laki-laki

dan 2.625.561 jiwa perempuan. Rata-rata tingkat pertumbuhan

penduduk NTT adalah 1,63 persen, dengan tingkat kepadatan penduduk

mencapai 109 jiwa per km2 (BPS, 2017). Jumlah penduduk tersebut

tersebar secara merata pada 1.126,6 juta rumah tangga, dengan rata-rata

kepadatan rumah tangga mencapai 4,6 jiwa.

Berdasarkan jenis kegiatanutatna dan jenis keLamin, tingkat

pengangguran di NTT sebesar 3,25 dengan tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) 69,18. Berdasarkan jenis kegiatan utama dan tingkat

pendidikan, tingkat pengangguran di NTT sebesar 69,25 dengan TPAK

3,83. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang merampungkan

pendidikan tingkat SD dan SMP lebih besar daripa.da tingkat SMA/PT,

dan kondisi ini berimplikasi terhadap keberhasilan dalam mencari dan

memperoleh peke{aan. Sektor pertanian, perkebunan, kehutalan dan

perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja,

sedangkan sektor lainnya seperti pertambangan, industri pengolahan,

perdagangan dan layanan jasa masih dalam jumlah terbatas.

Kondisi demografr lainnya diindikasikan oleh jumlah penduduk

miskin yang mengalami peningkatan menjadi 22,19 persen atau sebanyak

1,15 juta oralg pada garis batas kemiskinan yang masih berada pada

an$,<a Rp.322.947 /kapita/bulan. Hal ini menempatkan Provinsi NTT

berada pada peringkat 32 nasional dengan nilai Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) pada level62,67 di tahun 2}1fc.49
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Angka Partisipasi Murni masyarakat dalam mengikuti proses

pendidikan di NTT cukup bervariasi. Tinekat partisipasi untuk jenjang SD

sederajat pada tahun 2O16 mencapai 95,42, sedangkan untuk jenjang

SMP sederajat mencapai 66,56, selanjutnya untuk jenjang SMA sederajat

mencapai 52,87. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015, penduduk yang

tidak memiliki ijasah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT

mencapai ang]<a 3O,L2% dengan angka buta humf masih tergolong tinggi
yaiht merrcapai 7 ,27o/o.

2.1.3 Reallta Soslal den Ekononl Ue:yanlet yang bertattan deagan
HIIAK

Sebagran besar masyarakat di N?T hidup di sekitar kawasan hutan,
dan sangat bergantung pada usahatani lahan kering berbasis pertanian,

ternak dan sumberdaya hutal. Dalarn kaitannya dengan HHBK, maka
berbagai komoditi HHBK juga merupakan salah sahr sumberdaya
kawasal hutan yang telah menjadi pemasukan sekaligu.s pendapatan

langsung bagi pemenuhan kebutuhan banyak rumah tangga dan
masyarakat di seluruh dunia.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, pengelolaan HHBK di NTT masih
belum merata, lebih bersifat individu atau beberapa kelompok masya_rakat

tertentu yang memiliki akses untuk mengusahakan produk HHBK pada

suatu daerah tertentu. Sampai saat ini hukum adat dan norma

masyarakat masih memitki peran sentral dalam mengelola konJlik

kepentingan yang ada di masyarakat sehingga potensi gesekan dan

dinamika sosial yang kurang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat

dapat dikendalikan.

Petani, pengumpul, dan pengepul kecil HHBK ditingkat desa

tingkat kesejahteraaanya jauh dibawah jika dibandingkan dengan

pengepul besar di kota atau pedagang HHBK di Kabupaten. Keuntungan

yang mereka peroleh sangat minim bahkan adakala harga ditentukan oleh

tengkulak besar dari kota. Keterbatasan modal, himpitan kebutuhan

hidup, dan monopoli pedagang besar membuat mereka tidak memiliki

nilai tawar/pasrah pada keaad,aaan. (



HHBK merupakan salah satu produk hutan yang potensial dan

mampu menyerap banyak tenaga kerja bila dikelola dengan baik. Prahik

yang terjadi selama ini pengusahaan HHBK harya menjadi pekerjaan

sampingan diluar pekerjaan utama masyarakat sebagai petani. Selain itu'

HHBK bisa diusahakan sebagai produk mentah, setengah jadi, atau

produk jadi sehingga tiap tahapan prosesnya memerlukan ketrampilan

dan skill tertentu. Disamping itu, HHBK ini juga merupakan produk

hutan yang mengakomodir isu gender dimana peran perempuan dan laki-

laki dapat berkesinambungan dengan harmonis' Sebagai ilustrasi, pada

proses produksi gula lempeng lakiJaki berhrgas memanen nira lontar dan

menyiapkan kayu bakar sementara perempuan bertugas memasak,

mencetak dan menjual guLa yang dihasilkan.

2.1.4. Atrcrlbllltes Uasyerelat drlam pemanhatan HIIBK

Pengusahaan HHBK pada masyarakat tidak lepas dari pentingnya

akses. Akses yang rlimaftssd meliputi beberapa aspek antara lain:

1. Legalitas.

Legal formal pengusaahan HHBK dari hulu sampai hilir belum

terjamin dengan mantap. Masyarakat mengumpulkan/ memanen produk

HHBK baik dari luar maupun dalam kawasan masih belum mengacu atau

dipayungi legalitas hukum. Kuota pemanenan, teknik pemanenan,

pengangkutan, penyimpanan, produksi, dan pemasaran masih dilakukan

dengan kegamangan tentang legalitasnya.

2. Sumber daya manusia

Masyarakat yang terlibat dalam pengusahaan HHBK masih

didominasi masya-rakat berpendidikan dasar sampai menengah atau

malah tidak mengenyam pendidikan formal (Cunningham et al., 2O11).

3. Teknologi

Teknik pemanenan, pengangkutan, penyimpanan, peurrosesan

masih sangat minim diketahui masyarakat yang mengusahakan HHBK.

Praktik yang tedadi biasanya pengumpul HHBK hanya memenuhi

spesifikasi yang ditentukan oleh pedagang antara atau pedagang pengepul p.



saja, sehingga produk HHBK biasa diperdagangkan sebagai bahan baku

mentah sqla.

4. Kelestarian

Keberlangsungan produk HHBK di alam berkaitan erat dengan

aspek ekologis, kuota pemanenan, cara panen, cara pengangkutan, dll'

Eksploitasi HHBK sangat dipengaruhi pasar dan kondisi ekonomi

masyarakat. Praktik pemanenan HHBK masih mengedepankan aspek

ekonomi (eksplotasi) dan belum sampai pada upaya pelestariannya

(sustainabilitgil.

5. Sarana dan prasarana

Pembangunan fisik berupa, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan,

bandara, pergudangan, dll menjadi falrtor pembatas bagi pengusahaan

HHBK di daerah. Hal ini bermuara dalam kendala pemasaran karena

mahalnya biaya pengangkutan dan lamanya waktu tempuh untuk

mencapai Jawa dan Bali sebagai pusat perdagangan ke dalam dan luar

negeri. Keterbatas tersebut menyebabkan keengganan petani HHBK untuk

mengusahakan komoditinya karena harga jual menjadi mahal dan kurang

mampu bersaing dipasar.

6. Pasar

Akses pasar dalam upaya pengelolaan HHBK tidak lepas dari

beberapa komponen antara lain:

a. Pelaku pasar

Pelaku pasar produk HHBK antara lain pengumpul, petani,

beberapa tahapan pengepul/pedagang, usaha kecil, industri, dan

konsumen. Cunningham dkk (2OlU menunjukkan bahwa jika dilihat dari

lokasi pa.sarnya, maka 81,9% atau 9.365 pelaku usaha menggelar

dagangannya pada pasar tetap (dailg marketl seperti pasar Inpres di

Kabupaten, Kecamatan, maupun Kota; sedangkan sisanya 18,1% dljual

pada pa.sar mingguan di daerah-daerah. Tipe pelaku pasar sebagian besar

(83,2yo1 adalah pedagang perantara (tangan kedua) yaitu pedagang yang

memperoleh komoditi HHBK dari pengumpul atau petani langsung. Hanya

I4,3%o saja yang merupakan pengumpul atau petani (produsen/tan g"o I
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pertama) yaitu mereka yang menjual HHBK dari hasil sendiri. Penelitian

ini juga berhasil mengidentifikasi adanya penjual yang merupalan para

penjual pendatang (traveller sellers) yaitu pedagang yang datang dari

daerah lain dengaa membawa hasil HHBK dari daerah asalnya. Jumlah

pedagang ini sekitar 2,lo/o yang berpindah pindah pasar berdasarkan hari

pasar pada daerah tertentu.

Berdasarkan pengamatan produk HHBK yang biasa ditemui

dipasar-pasar tradisional adalah madu hutan, pinang (Areca catheanl,

sirih (Rper betlel, ernpon-empon (Jahe, kngkuas, Kunyit, Sereh, dll.),

kayu manis (Cinnamnn burmannit), kayu hamui (Litsea sp.l, produk lontar

(Borassus flabehfetl berupa gula lempeng, gula air, laru, dan sopi, sayur

paku, daun salam lEugenia sp.). Pedagang HHBK biasa juga merupal<an

pedagang sembako (sembilan bahan pokok kebutuh dasar rumah tangga)

diantaranya berupa beras, minyak goreng, gu.la' garam, dll.

b. Rantai pasar

Petani/pengumpul dijual langsung ke konsumen atau jual ke

pengumpul tingkat desa, kemudian dari sana dibawa ke kecamatal/kota

untuk dijual ke pengepul besar, dari sini ke industri kecil dan menengah

atau dijual keluar daerah bisa antar kabupaten atau provinsi, atau ke

industri besar dalam negeri, atau bahkan luar negeri.

c. Rantai Pertambahan nilai

Alur pertambahan nilai lebih baryak tedadi pada tingkat pengecer

atau pengepul besar. Dari petani pengumpul pertambahan nilai terjadi

ketika dilakukan perlakuan awal berupa pembersihan, pengepakan

produk, dan sortasi HHBK. Sedangkan ditingkat industri telah te{adi

perubahan produk dari bahan baku menjadi produk jadi atau dilakukan

serangakaian proses produksi (tedadi input modal/biaya produksi seperti:

peralatan, bahan lainnya, upah pekerja, dll). Pertambahan nilai tidak

terlepas dari input teknologi dan permodalan sehingga nilai investasi dari

pengolahan produk HHBK bisa menguntungkan. Regulasi tentang rantai

pertambahan nilai sebaiknya dititik beratlan pada transparan snya !.
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sehingga mampu meqjamin rasa keadilan dan kepercayaan antar pelaku

usaha HHBK.

d. Regulasi pasar HHBK

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai Permen LHK Nomor

: P.9llmenhut-lI/2ol4 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Ehlkan IGyu

yang berasal dari Hutan Negara mengatur aturan main tata usaha HHBK'

Strategi penetapan harga dan pengembangan pemasaian HHBK berperan

penting dalam peningkatan pendapatan daerah pada selrtor kehutanan'

Regulasi juga diharapakan dapat mencegah timbulnya praktik-

praktik bisnis yang tidak sehat seperti contoh monopoli. Praktik pasar

bebas dan terbuka mzrmpu menjawab permasalahan tersebut, dimala

pertambahan nilai pada masing-masing mata rantai perdagangan wajib

terbuka dengal dilindungi undang-undang. Penguatan koperasi dan

kelompok-kelompok tani atau pera.jin akan mampu meningkat nilai tawar

(bargaining position) dalam persaingan bisnis dan mampu berinteraksi

meninglatkan kapasitas masing-masing anggota kelompoknya.

2.2 Konodltl HHBK daa IIHBK Uaggufen Provlnsl lYfl
2.2.1 Produksl Komoditl HIIEK

Hasil analisis produksi (dalam unit berat/massa = ton)

menunjukkan bahwa komoditi Asam (Tamarindus indica) merupakan

jenis HHBK dengan jumlah produksi tertinggi dari 24 komoditi HHBK

yang tersebar dt 22 Kab /Kota di Provinsi NTT dengan jumlah 557.534 ton

atau 65% dari total produksi HHBK. Jumlah produksi As^m berbeda

signifikan dibandingkan jumlah produksi komoditi HHBK lainnya yang

sekaligu.s menunjukkan potensi Asam sebagai salah satu HHBK unggulan

ditilik dari aspek produksi di Prov NTT. Selain Asam, komoditi HHBK yang

memiliki jumlah produksi yang tingg lainnya adalah Kemiri (Aleuites

maluccanal Porang/ Maek (Amorphophallus maelleri Bl.l, dan Mete

{Anacardium occidentalQ dengan jumlah produksi secara berutut-turut

yaitu 113.982 ton, 88.62O ton, dan 67.672 ton. p



Tabel 2.1. Jumlah Produksi (Ton) Komoditi HHBK di Prov NTT

f,o Jealr EEBK Produfrf
lToal rl %

I Asam 557,534 65

2 Kemiri r 13,982 13

3 Porang/Maek 88,620 10

4 Mete 67,627 8

J Kayu Papi 8,263 r.0

6 Pinang 6,661 0.8

7 Alpukat 5,982 o.7

8 Pala 1,611 0.19

9 Lontar 1,349 o.16

l0 Sirih 974 0.1 1

1l Madu 834 0.1

t2 Kapas 383 o.o45

13 Nidu/Roten 314 o.037

') ho&lesi unatmnga dipetoleh dari lnsil rata-tata.
Nilrri M*si tiap lcomod;iti dilarutersi le unit Ton

ss7-s34 
Produksi {Ton)

r13B82
88,620

67,627

:

8.2636,€615,$2l6fl,34r gzt 8:x :l&! 314 295 1G3 116 u l0 3.4 3: 3 o.a o.ct oot

Giambar 2.1
Jumlah Produksi 24 Komoditi HHBK di Prov NTT
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!lo Jcab IIIIBK ProdEtd
lToal rl

alo

t4 Kula'a 295 o.o3

IJ Cendana 163 o.o2

16 Bambu 116 0.0r

t7 Kanaka/Waru
laut L2 0.0014

18 Kayu Kuning 10 o.0012

19 Kutu lak 3.4 o.0004

20 Gaharu 3.2 0.0004

2l Ni.lam 3 0.0004

22 Kayu Manis o.2 0.oo0025

23 Sarang Walet 0.03 0.000003

24 Ihyu Rrtih 0.01 0.000001

GrudTotrl a54'74o 1(x,



2.2.2 Sebaran Komoditl IIHBK

Jika ditilik dari sebaran komoditi HHBK pada 22 KablKota di Prov

NTT menunjukkan bahwa terdapat 5 komoditi HHBK yang tergolong

tersebar merata (, 2/3 kabupaten di NTT) yaihr Mete, Kemiri, Pinang dan

Asam. Selain itu, juga terdapat 5 komoditi yang tergolong tersebar cukup

merata dan 14 komoditi HHBK yang tidak merata.

Tabel 2.2 Trngkat Sebaran Komoditi HHBK

u |umlah Kab/Kota

Gn;m,bat 2.2
Jumlah Sebaran Komoditi HHBK di22lkblKota NTT

Selain ke-24 komoditi HHBK diatas berdasarkan data yang

diperoleh kajian Wahana Visi Indonesia (WVI,20l7l menunjukkan potensi

komoditi HHBK seperti Kelor (Moringa oleiferal dan Kenari (Canarium

il,1,, LLLl,l,,ill,,lf i,l
-s*;{:,T"$S$$":""."*"''"""-*""}t"'":*:S*"'"

ttngtat Sebaran Komodltl HHBK Jumla"b
Konoditl

Merata (213 dari22
Kab/Kotal Mete, Kemiri, Pinang, Asam, Cendana 5

Cukup Merata (I/3 -
2/3 Kab/Kotal Pala, Sirih, Madu, Kayu Papi, Alpukat 5

Tidak Merata (. 1/3
Kab/Kota)

Lontar, Porang/Maek, Sarang Walet,
Nilam, Nidu/Rotan, Kutu lak, Kula'a,

Kayu Putih, Kayu Manis, Kayu Kuning,
Kapasm Kanaka, Gaham, Bambu
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mengenai produksi kedua komoditi ini, namun secara factual kedua jenis

komoditi ini telah tumbuh dan beradaptasi secara atami di wilayah NTT.

Jika Kenari umurnnya tumbuh dan berkembang terutama di Kab. Alor

dan sebagian wilayah Kab. kmbata, sedangkan Kelor umumnya mampu

tumbuh lempir di seluruh wilayah NTT.

Khusus untuk Kelor berdasarkan hasil penelitian Riwu Ihho (2018)

menunjukkan paling kurang terdapat 3,87 juta ha (83%) lahan di NTT

yang tergolong sesuai (sritablel toagi Kelor di NTT. Data WM (2017)

menunjukkan untuk produk daun Kelor eksisting saat ini telah ada di

wilayah Kabupaten TTU, Belu dan Malaka sekitar 60 ha dengan produksi

per bulan sekitar 1 ton daun segar atau setara dengzrn 100O kg serbuk

daun, Dengan masa pzrnen setiap 35 hari dengan panen pertama 2-3

bulan setelah tanam, maka output yang dihasilkan dengan asumsi berat

segar 0.5 kg/pohon dapat mencapai 5 ton/ha. Sedangkan untuk produk

biji Kelor saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Kupang dan fiS
dengan luas sekitar 230 ha dan volume produksi masih dibawah 1 ton

biji/bulan serta pemanenan pertama sekitar 7-12 bulan setelah tanam.

Selain itu, WVI (2O 17) juga menyatalan bahwa secara eksisting Kelor juga

sedang dikembangkan di Kabupaten Alor, Flores Timur dan Kota K.upang. p

19



lhddksra-t b:
I Sanii = 3-87r-{Er h. (ElgL d-i Toad rs kc- rrrt

Itd S6a = 774.f65 ht (lt!6 d.n rot.| tG t r.ad t{ff)

?EIA
XEEHII'Iflffi
UITUX ?EiAIAIAT
M)E'WIOGA

DltffiI'$lTr

l
V

t-----'- -------l

-+l "!
,,a'-l+e ,"*aal-{

Gambar 2.3
Peta Kesesuaian Lahan Kelor di Prov NTT

(Sumber : Riwu Kaho, 20 18)

2.2.3 Produksl Komodlti HHBK Per Kab/Kota

Jika ditilik dari jumlah produksi komoditi HHBK per Kab/Kota di

Prov NTT menunjukkan 3 Kabupaten dengan jumlah produksi komoditi

HHBK tertinggi secara berturut-turut adalah Kab Lembata (299.289 ton),

Kab Sikka (209.625) dan Kab Flores Timur (175.336 ton). Sebaliknya,

jumlah produksi HHBK terendah berada pada Kota Kupang (103 ton),

Sabu Raijua 1729 tonl dan Rote Ndao (1.052 tonl- S
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Gambar 2.4.
Jumlah Produksi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

Di lain pihak, jika jumlah produksi diklasifikasikan kedalam 5 kelas

nilai secara "Natural Breaks", maka dapat terlihat pola sebaran spasial

komoditi HHHBK cenderung akan memiliki jumlah produksi yang tingg

pada wilayah Flores bagran timur yaitu Sikka, Flotim dan Lembata.
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Gambar 2.5.
Peta Jumlah Produksi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

a$rD)sh '--

a

-,';i*



2.2.4 Sebaran Komodltl HHBK Per Kab/Kota

Jika ditilik dari sebaran komoditi HHBK per I{ab /Kota di Prov NTT

menunjukkan bahwa secara umum setiap Kab/ Kota memiliki rerata

(mean) 7 komoditi HHBK (simpangan baku = 2,3) dengan Kab Kupang (12

komoditi HHBK) dan Kab Ngada (11 komoditi HHBK) merupakan 2 Kab di

Prov NTT dengan jumlah komoditi HHBK terbanyaf< dibandingkan

Kab/ Kota lainnya. Sebaliknya, Kab Kab Sabu Raijua merupakan Kab

dengan jumlah komoditi HHBK terendah (3 jenis HHBK).

Jumlah KomoditiHHBK
10 r0

888E
777

66666
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Gambar 2.6.
Jumlah Komoditi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

Jika ditilik dari hasil analisis korelasi (Spearman, parametric)

antara jumlah produksi (ton) dan jumlah komoditas HHBK per Kab /Kota
dengan nilai koefrsien korelasi (r) = O.87 dan p < O.05 menunjukkan

bahwa antana jumlah produksi dan jumlah kornoditas HHBK memiliki

arah korelasi positif dan tergolong kuat / tinggi. Ini berarti bahwa dengan

semakin tinggi jumlah komoditas HHBK, akan diikuti oleh kenaikan

jumlah produksi, atau sebaJiknya. Q
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Giambor 2.7.
Peta Jumlah Komoditi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

2.2.6 HHBK Unggulan Provinsi NTT

Dari total 25 jenis komoditi HHBK unggulan yang tercatat memiliki

data produksi, sebaran dan sebagainya per Kabupaten/Kota di NTT

diatas, maka berdasarkan berbagai pertimbangan dar.i tim Po\ia

Pengelolaan HHBK, maka tersaring hanya 15 komoditi HHBK yang

dilakukan penilaian sebagai HHBK Unggulan sesuai kriteria dan indicator

dalam P.2l / 2OO9 .

Hasilnya dari ke-15 jenis komoditi tersebut, L4 komoditi yaitu

Kemiri, Bambu, Madu, Mete, Pinang, I'ontar, Asam, PaIa, Kelor, Sirih,

Alpukat, Kayu Putih, Kutu dan Kenari DIUSITLKAN SEBAGAI HHBK

IMGGITLAIT di Provinsi NTT karena memiliki nilai TNU > 54 sebagaimana

yang disyaratkan dalam P.2l/2OO9 (Ganbat Z.Zl. Q

23

ti S lO l$b

-:::--r



I
tl

*S *d .",9o" o*" .."-,"t "oo 
** ". -".t:-.""*.""" C """

Gambu 2.8.
Skor TNU Komoditas HHBK Unggulan

Jika ditilik dari nilai skor TNU per kriteria, maka dapat terlihat

bahwa skor untuk kriteria ekonomi memberikan sumbangsih pafing tinggi

terhadap total skor TNU komoditas. Hal ini disebabkan bobot kriteria

ekonomi yang mencap ai 35% dari ke-S kriteria penentuan HHBK

Unggulan. Secana umum skor kriteria ekonomi rata-rata mencapai 25.7

dan terdapat beberapa komoditi HHBK seperti Porang (16.7)' Alpukat

(21.7), Sirih (25), Kutu l,ak (18.3), Kayu Putih (2O) dan Kenari (21.7) vang

berada dibawah nilai rerata tersebut. Dengan demikian, jika komoditi-

komoditi ini ditetapkan sebagai HHBK unggulan, maka diperlukan upaya

untuk mendorong peningkatan aspek ekonomi dari komoditi HHBK ini

sesuai dengan 7 indikator dalam kriteria ekonomi. Selain itu' dapat

terlihat skor kriteria ekonomi tertinggi diperoleh oleh komoditi Bambu

(33.3) dan terendah adalah komoditi Porang (16.7) dan Kutu lak (18.3).

Jika ditilik dari kriteria biofisik pada umumnya sejumlah komoditi

HHBK memiliki nilai yang rendah (skor 1) pada sebaran dan upaya

budidaya komoditas dimana hanya 7 komoditas dengan tingkat sebaran

yanC tingg (skor 3) dan dan sedang {skor 2) serta rata-rata komoditi

HHBK masih mengandalkan pada tegakan-tegakan alami dan belum

banyak dilakukan kegiatan budidaya. Ditilik dari kriteria kelembagaan,

sosial dan teknologi, maka umumnya sudah cukup baik, meski jil* I

nI
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dilihat dari beberapa indicator seperti sarana/fasilitas pengembangan

komoditas HHBK dan teknologi pengolahan hasil yang tergolong masih

rendah sehingga perlu didorong unhrk optimalisasi potensi komoditi

HHBK di kemudian hari.

Tabel 2.3. Skor TNU Per Kriteria

Komodltl tkonomi Biollstk Kelembagaen Soslal Tetnologi
Kelor 26.7 9.O 14.4 l5.o 7.5
Asam 28.3 12.O t7 .8 t2.s 5.0
Pinang te? 13.0 lo. / t2.5 12.5
Kemiri 30.0 14.0 18.9 12.5 12.5
Madu 37.7 9.0 18.9 12.5 12.5
Mete 30.0 13.0 18.9 12.5 t0.o

Porang 16.7 8.0 10.0 10.0
Bambu 33.3 lo.o 18.9 15.0 t.c
Alpukat 2t.7 13.0 12.2 1.2.5 10.0

Sirih 25.O t2.o r3.3 \2.5 7.5
Lontar 26.7 10.0 18.9 15.0 7.5
Pala 26.7 72.O 76.7 12.5 7.5

Kutu Lak 18.3 9.0 15.6 12.5 10.0
Kavu Putih 20.o 11.0 14.4 r2.5 10.0

Kenari 27.7 8.O 14.4

Iin 16.7 8.O 10.0 7.5 5.O

Ua:( 33.3 14.0 18.9 l5.o 12.5
Rata-rata 25.7 10.9 l6.o 12.3 9.2

Slnpengalr Baku 5.0 2.O 2.4 2.2 2.2

64\tr% -f I*v-

Ganbar 2.9.
Sebaran Skor TNU Per I<ritet'ra lr,
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Jika ditilik dari sebaran skor ke- 14 HHBK unggulan dari tiap

indicator untuk kelima kriteria menunjukkal bahwa indicator cakupan

pengusahaan, nilai perdagangan ekspor dan fasilitas/ sarana

pengembangan menjadi indicator yang tergolong rendah (skor 1) untuk

ke-14 HHBK unggulan. Dengan demikian, indicator-indikator ini penting

untuk diperbaiki demi peningkatan nilai tambah serta manfaat yang

dapat diperoleh dari pengelolaan HHBK unggulan di kemudian hari.

Sebaliknya, skor-skor dengan nilai tinggi (skor 3) adalah status konservasi

seluruh komoditi yang tidak termasuk pada jenis yang dilindungi, standar

operasional, aturan yang telah ada, pelibatan masyarakat yang umumnya

tinggi, peran institusi yang sangat mendukung, potensi pasar

intemasional yang meminati produk HHBK > 3 negara, pemasaran, nilai

perdagangaa domestic komoditi HHBK yang umumnya > Rp 1

milyar/ tahun serta asosiasi yang umumnya telah ada meski hanya baru

berupa hsosiasi hasil bumi'yang bergantung pada musim panen produk

HHBK.

Crambar 2.1O
Ternary Plol Sebaran Skor Tiap Indikator HHBK Unggul an I
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2.3 Nllal Ekonomt HHBK Uaggulen

Memperhatikan data dan informasi produksi setiap komoditi pada

masing-masing wilayah administratif pengembangannya, dapat diperoleh

gambaran potensi ekonomi dari setiap komoditi sebagai berikut:

o Produksi komoditi asam biji tertinggi dijumpai di Kabupaten kmbata'

dengan kapasitas produksi yang mencapai 68.0O0 ton/tahun, dengan

potensi ekonomi setara denga-n Rp. 17O.O00.0O0.O00'-. Kajian WVI

(2018) menunjukkan permintaan komoditi asam dari pulau Timor

(Kab Kupang dan TTS) terbesar dari Pulau Jawa (melalui Surabaya)

dengan harga komoditi masih ditentukan sepenuhnya oleh pengepul

dalam kisaran Rp 5.5OO - Rp 16.0OO per kilogram mengikuti siklus

permintaan dari Surabaya dan kualitas produksi.

!sD.r4ir-rr-t .rFr

l.-!.,.

Gambar 2.11
Rantai Nilai Komoditas Asam di Pulau Timor

(Sumber : WVI, 2O18)

Khusus untuk kemiri, produktivitas tertinggi ada di Kabupaten Ende

dengan total produksi untuk kemiri kulit mencapai 5.654,47 ton,

setara dengan Rp. 31. 1OO.OO0/tahun,-. Selain itu, khusus untuk

kemiri isi, terdapat kapasitas produksi yang mencapai 1.736,61 ton'

setara dengan Rp. 39.942.O3O.00O,-.

Komodoti penting bernilai sosial-budaya dan ekonomi tinggi adalah

komoditi pinang buah di Kabupaten Sumba Barat Daya'

Produksi/tahun mencapai 1.555 ton, dengan potensi nilai ekonomi ,tt

Ped{trl8
tar..l{ot
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sebesarRp.7.23O.75O.0OO;-selainitu,komoditipinangirisdiFlores

Timur mencapai 3.705 ton, dengan potensi ekonomi setana dengan Rp'

185.250.000.000,-

Komoditi lain yang memiliki prospek di Kabupaten Ngada adalah

komoditi sirih, dengal produksi mencapai 6 ton, dengan potensi

ekonomi yang setara dengan Rp. 1.2OO.OOO'OOO'-

Kajian WVI (20f7) untuk nilai ekonomi dari komoditi Kelor dapat dibagi

menjadi 2 produk : daun dan b!ii. Untuk nilai ekonomi produk daun

Kelor dengan contoh kasus di Kab TTU daun segar dari petani al<an

dihargai Rp. 3.OOO/kg dan kemudiar diolah menjadi tepung' Padahal

jika ditilik harga curah rerata serbuk daun dari India berkisar antara

USD 6.55/kg (setara dengan Rp 85 - 90 ribu) dan di tingkat retail

online akan berkisar dari Rp 80 ribu/kg (tanpa merek) s'd Rp 890

ribu/kg. Sedangkan untuk produk blji Kelor umumnya lebih sederhana

dalam pengolahannya dan lou inuestment' Umumnya pengepul

membeli dari petani dengan harga Rp 35 ribu/kg dan kemudian

menjual kembali ke industry dengan harga Rp 50 ribu/kg' Secara

global, Inrtia merupakan produsen dan eksportir terbesar (80%) dengan

pertumbuhan eksor mencapai 2O'3Oo/o per tahun serta saat ini baru

mencukupi 2oo/o dali kebutuhan global dengan nilai ekspor mencapai

EUR 363 juta.

Komoditi minor yang dijumpai di beberapa wilayah adalah seedlak, dan

khususnya di Sumba Timur pernah menjadi komoditi primadona

dengan kontribusi terhadap PAD yang cukup tinggi. Namun, intervensi

kebijakan pengelolaan yang tidaf< berkelanjutan menyebabkan

produlrtivitas komoditi ini mengalami penurunan, dan terakhir hanya

mencapai 27 ton dengan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai

Rp.4O5.OOO.0O0;-. Kondisi serupa juga dialami oleh komoditi Kenari di

Alor dimana secara eksisting harga I kg Kenari di Kota Kalabahi

sekitar Rp 7O.OOO - Rp. 80.OOO. Akan tetapi, karena tumbuh secara

alami dan lebih banyak tumbuh di hutan sehingga bermasalah dari

aspek status kepemilikan dan bahkan banyak yang sudah ditebang

untuk kebutuhan bahan banganart. (p



. Potensi-potensi ekonomi tain yalg dihasilkal dari HHBK masih cukup

banyak, diantaranya produksi madu di Kab. Flores Timur yang

mencapai 1.236 liter atau setara dengan Rp. 123.600.000;- demikian

halnya dengan produksi kayu manis yang mencapai 1.715 kg atau

setara dengan Rp.77.175.0O0. Produksi madu juga di jumpai di

Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang dengan potensi ekonomi yang

cukup besar. Selain itu, produksi gula lontar di Kab. Rote Ndao

mencapai 983 ton/tahun atau setara dengan Rp.9.83O.000.0OO;- dan

jenis-jenis lain dengan kontribusi nilai ekonomi yang besar terhadap

masyarakat dan daerah. Apafag salah satu jenis komoditi gaharu

memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, sedangkan potensinya tersedia

mencapa.i 10O ton di Kabupaten Manggarai Timur.

o Pulau Rote juga menghasilkan minyak kayu putih berkualitas dan

bernilai ekonomi tinggi, namun sampai saat ini industri pengolahan

masih skala kecil dan cenderung tidak berkelanjutan, karena

ketersediaan bahan baku sangat bergantung pada produlrtivitas daun

di alam,sedangkan intervensi untuk budidaya masih belum berjalan

secara baik. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara

(Fatmawati, 2015), dan pemasarannya masih bersifat lokal.

Berdasarkan data dan informasi di atas, dapat dipahami bahwa NTT

memiliki potensi HHBK yang tergolong tinggi. Terdapat banyak komoditas

HHBK bernilai ekonomis yang diusahakan oleh masyarakat di NTT,

diantaranya kemiri, asam, minyak cendana, seedlak, madu dan pinang

(Dephut, 20O9). Namun demikian, tidak dapat disangkali bahwa intervensi

pengelolaan yang masih terbatas berkontribusi terhadap terjadinya

fluktuasi produksi yang cukupsignifrkan pada tingkat lapangan. Hasil

analisis yang dilakukan oleh Njurumana et.al.,(2o16) pada beberapa

komoditi menunjukkan:

a. Pada komoditi asam menunjukkan trend perubahan yang menurun.

Perbandingan produksi pada tahun 2Ol2-2O15, produksi asam isi

menurun drastis yaitu sebanyak 99,83o/o. Produksi asam biji sebesar

2.2a1,65O ton juga menurun drastis sebanyak 65,60/o atau rata-rata

2L,86o/o /tahun sehingga produksinya irlanya 778 ton (tallun 2OL5l. U



b.

Hasil kajian WVI (2018) untuk komoditas asam di Kab TTS dan

Kupang menunjukkan fenomena yang serupa dimana meski jika ditilik

dari supply komoditas asam secara umum tidak masalah, namun

terdapat kecenderungan (trend) produksi yang menurun pada kedua

kabupaten ini yang disebabkan pohon yang sudah tua, perubahan

iklim serta tidak ada usaha regenerasi dengan pohon yang baru'

Produksi kemiri isi cenderung stabil, dan meningkat sebesar 5,3670

atau rata-rata 0,660/o ltaT'un menjadi 1.a94,32O ton pada tahun 20O8-

2015. Produksi kerniri biji menurun sebesar I2,35o/o atau rata-rata

2,O60/o /tahwn, bahkan pada tahun 2OL4-2OI5 tidak tersedia data

produksi.

Produksi kayu papi yang sempat meningkat pada tahun 2OO9-2O11

juga mengalami penurunan drastis di tah:un 2Ol2-2O15 sebesar

24,99o/o /tahun akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan.

Produksi madu cukup fluktuatif, namun secara keseluruhan terlihat

cenderung stabil. Rata-rata peningkatan produksi madu mencapai

8,620/o pada Tahun 2O10-2O12, kemudian mengalami penurunan rata-

rata sebesar Il,47o/o pada tahun 2013-2015.

Produksi cendana cenderung menurun pada tahun 2OL2-2OLS dengan

rata-rata penurunan mencapai 2L,78o/o /tahun sehingga perlu segera

ditangani (BPS, 2OO8-2O15).

Jenis HHBK lain yaitu pinang merupakan atribut budaya yang dapat

mempererat kekerabatan sosial kemasyarakatan. Peluang

pengembangan HHBK pinang sangat tinggi karena kebutuhan Pinang

masyarakat NT:f sangat tinggi dan tidak sebanding dengan produksi

pinang lokal, sehingga terjadi defisit bahan baku pinang di NTT yang

masih tinggi (Njurumana, et.al., 2015), dan mendorong dilakukan

impor dari luar d.aerah. /

d.
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BAB III
TINJAUA.IT XEBL'AXAIT PEITGEUBIINGAIT HHBK

Tinjauan kebijakan merupakan hal yang sangat penting yang

memberikan acuan dan petunjuk dalam perencanaan. Pada bagian ini,

tinjauan kebiiakan meliputi kebljakan pada tingkat pusat maupun local

yang menjadi dasar dalam perencanaan hasil hutan bukan kayu di

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tinjauan kebljakan ini juga melihat dari

aspek kebijakan pembangunan secara umum maupun kebijakan selrtoral.

Kebijakan pembangunan secara umum dilihat dari dokumen perenc€rnaan

pembangunan sedangkan kebijakan sektoral meliputi kebijakan yang

hanya mengatur atau bersifat sektoral. Secara nasional, tahun 2018

merupakan tahun terakhir dari masa perenc€rnaan jangka menengah

nasional (RPJMN 2O15-2Ol9l, sehingga acuan yang akan digunakan

adalah RPJPN (2OO5-2O25I, dan aturan-aturan hukum lainnya.

Sedangkan tinjauan keb{jakan di tingkat local, pada saat ini Provinsi NTT

sedang men)^lsun RPJMD periode 2Ol8-2O23 yang tentunya menjadi

dasar dalam penJrusunan renstra perangkat daerah. RPJMD tersebut

merupakan penjabaran janji-janji politik dari gubernur darr wakil

gubernur terpilih, sehingga kajian terkait kebijakan local akan mengacu

pada visi misi Gubernur dan wakil Gubemur terpiLih serta RPJPD

Provinsi Nfi selain peraturan daerah teknis lainnya.

Dalam konteks pengelolaan HHBK ada berbagai produk kebijakart

yang relevan untuk dapat dljadikan sebagai rujukan pengaturan, mulai dari

norrna ycrng paling tinggi (konstitusi) sampaikepada norma yang paling

rendah (Peraturan daerah). Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit

menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia (termasuk HHBK) harus

dpergunakan untuk sebesar-besar "kemakmuran rakyaf . Negara memiliki

hak untuk menguasai dan selanjutnya mengatur peruntukannya agar

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlahr. $
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3.1 TlnJauen Keb{akaa Tfngket l{eslolal
Peraturan yang berskala nasional (mulai dari undang-undang,

peraturan pemerintah sampai pada peraturan menteri kehutanal) sebagai

dasar rujukan HHBK sudah cukup memadai. Artinya, hal-hal yang

bersifat umum dan makro dari ketentuan undang-undang telah

dijabarkan secara teknis kedalam peraturan yang lebih rendah baik dalam

bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri kehutanan.

Kebijakan nasional terkait dengan pengembangan HHBK adalah :

A. Kebtfataa Umum Fembaaguaaa I{eslonel

Kebljakan umum pembangunan nasional yang ada kaitannya

dengal pengembangan HHBK tercantum dalam kebijakan Rencana

Pembangunan Jangkan Panjang Nasional (RPJPN) 2OO5-2O25

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2OO7 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2O19

berdasarkan Peraturan Presiden RI No 2 tahun 2015.

1. RPJPII 20o,5-2n25

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 20OF2O25 adalah

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan

bagr tahap pembangrnan berikutnya menuju masyarakat adil dan

makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun1945. Tlrjuan pembangunan tersebut diarahakan pada

pencapaiana sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional.

Pengembangan HHBK, sejalan dengan sasaran pokok

pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan

hidup, dimana kemajuan nasional dapat diperoleh dengan

memanfaatkan sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang'

dan Lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah

kedaulatan negata|. 4t
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2. RPJUN 2015-2f)19

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana yalg
tercantum dalam RPJMN adalah Terwujudnya Indonesia yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan. Pengembangan

HHBK sejalan dengan misi empat dan misi lima pembangunan

nasional yaihr:

) Misi Empat : Mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tingg, maju,dan sejahtera;

) Misi Lima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Arahan kebijakal umum pembangunan nasionai 2Ol5-2O19,

pengembangan HHBK sejalan dengan arahan kebijakan

ffis4lnglrqtlrcl Pengololaan dan Itllat Tanbeh Sumber Daya Alan
(SDA) yaog BerkelanJutan, yang dilakukan melaluimeningkatkan

kapasitas produksi dengan peningkatal produktlvltas sumber daya

hutan. Pengembangan HHBK termasuk dalam agenda pembangunan

nasional yang merupakan penjabaran operasional dari nawa cita

khususnya agenda membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan, dengan arahan kebijakan dan stratgei pelaksanaannya

salah satunya dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasal

perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi

menyiapkan kebijakan tentang alses dan hak desa untuk
mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk

pengclolrm hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan

lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk
meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan

pang€rn. t
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3. Renstra Kementerlen Lbgkurgan llldup &n Kehutelrn RI

Pengelolaan HHBK sebagai sarana peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara nasional telah terakomodasi dalam Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2Ol5-2O19 yang

menyatakan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di

dalam dan di sekitar kawasan hutan dilakukan melalui komoditas

kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu rotan,

getah-getahan, umbi-umbian serta usaha jasa pariwisata alam.

Dalam bab mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di

dalam dan sekitar Kawasan Hutan ditegaskan, bahwa: "Kegiatan

yang dilakukan untuk mendukung keblfakan prioritas

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dalam dan Sekitar

Kawasan Hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangal dan

pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan

hutan kemasyarakatan, hutan ralryat, hutan desa, dan

pengembangan desa konservasi. Selanjutnya peningkatan usaha

perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan

komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan

kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-

umbian, serta usaha jasa pariwisata alam"

B. KebtJaLan &ktorel
Secara nasional, kebijakan sector kehutanan sudah secara hirarkis

diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ke

Permenhut.Seperti terlihat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang seczrra

implisit menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia (termasuk HHBK)

harus dipergunakan untuk sebesar-besar "kemakmuran rakyaf.

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang jelas mengedepankan

"konservasi", dapat digunalan sebagai rujukan bahwa keberadaan HHBK

harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sementara itu Undang

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yarrg menganwt (



Tabcl 3.1. Hirarki Produk Kebiiakan Nasional yang terkait
dengan Pengelolaan HHBK

I[o. Produk Keb{akao Materi yaag dlatur
1. Undang-Undang Dasar 1945 > HHBK merupakan bagian dari kekayaan

alam
Indonesia yang harus dpergunakan untuk
sebesar-besarnya "kemakrnuran rakyat".

) Negara memiliki hak untuk menguasai
dan selanjutnya mengatur peruntukannya
agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

2. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya
Alam hayati dan ekosistemnya

F Undang-Undang ini mengedepankan
prinsip "konservasi",

D Keberadaan HHBK harus dipandang
sebagai upaya perlindungan terhadap
konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya.

) Undang-undang ini menganut konsep
"ekosentris" artinya, bahwa tujuan dari
perlindungan lingkungan pada dasarnya
adalah lingkungannya itu sendiri

Undang-Undang Nomor
4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan

D Disamping mempertimbangkan aspek
konservasi hutan, undang-undang ini juga
memberi peluang untuk memanfaatkan
hutan secara ekonomis

> HHBK memiliki potensi ekonomi tinggi
sekaligus dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

) Undang-undang ini menganut konsep
'anthropos€ntris", batrwa linglungan
(hutan) untuk manusia. Konsep yang ingin
dikembangkan adalah "hutan lestari
masyarakat sejahtera"

Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

D Menjadi landasan yuridis dalam kaitannya
kewenangan pemanfaatan sumber daya
alam termasuk HHBK antara PemeriLntah
dan pemerintahan daerah, maupun antar
pemerintahan daerah.

F Menjadi dasar hukum dalam melakukan
kerja sama dan bagr hasil atas
pemanfaatan sumber daya alam termasuk
HHBK dan sumber daya Lainnya antar
pemerintahan daerah; dan

> Oleh karena kewenangan yang dimiliki
berdasarkan peraturan perundang-
undangan (atributi{, Pemerintah dan
Pemerintah daerah memiliki wewenang
menerbitkan perizinan dalam pemanfaatan
sumber daya alam termasuk (HHBK) dan
sumber dava lainnva
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Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan

> Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa. bukan
kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokolmya
(Pasal I angka 8).

> Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau
bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu
dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume
tertentu- (Pasal 1 angka 9)

}' tzin usaha !€rnanfaatan hasil hutan kayu
yang selanjutnya disingkat IUPHHK
dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu Yang selanjutnya
disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam
hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran
(Pasal I angka 13)

> IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan
tanaman adalah 'tztn usaha Yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil
hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu
dalam hutan tanaman Pada hutan
produksi melalui kegiatan penyiapan
lahan, pembibitan, Penanaman'
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran
(Pasal 1 ang!<a 15).

) Izin pemungutan hasil hutan kayu yang
selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin
untuk mengambil hasil hutan berupa kayu
pada hutan produksi melalui kegiatan
pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran
untuk jangka waktu dan volume
tertentu (Pasal I angka f6).

> Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah
izin untuk mengambil hasil hutan berupa
bukan kayu pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi antara lain berupa rotan,
madu, buahbuahan, getah-getahan,
tanaman obat-obatan, untuk jangka waKu
dan volume tertentu (Pasal I angka 1)

'lg
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6 Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.35 /
Menhut-II/2007 tentang
Hasil Hutan Bukan KaYu

FHHer yang berasal dari hutan tunduk
dan diatur sesuai ketentuan di bidang
kehutanan.

> HHBK yang tidak tercantum dalam
lampiran Peraturan ini sepanjang berasal
dari hutan, tunduk dan diatur sesuai
ketentuan di bidang kehutanan.

> HHBK sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini sepanjang berasal
dari luar hutan, tunduk dan diatur sesuai
ketentuan yang berlaku.

> HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa
liar yang dilindungi dan tidak dilindungi
serta yang terrnasuk dalam daftar Appendix
Cites, tunduk dan diatur sesuai ketentuan
yang berlaku

7 Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
lndcrnesia Nomor
P.19lMenhut-Ii/2009
Strategi Pengem bangan
Hasil Hutan Bukan KaYu
Nasional

Pen1rusunan Grand Stratery ini adalah
untuk memberikan arah, kebljakan serta
gambaran pengernbangan HHBK kepada
pelaku usaha, para pihak dan masyarakat
yang al<an mengembangkan usaha HHBK.
Sedangkan tujuannya adalah :

) Menggali potensi daerah dalam
pengembangan HHBK sebagai altematif
sumber palgan, sunber baham obat-
obatan, Penghasil serat,Penghasil
getah-getahan dan lainnya yang dapat
meningkatkan
masyarakat.

kesejahteraan

) Mendukung kebijakan nasional dalam
mengembangkan dan meningkatkan
produksi HHBK.

Adanya acuan mulai dari perencanaan
sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para
pihak dan masyarakat luas dalam
pengembangan HHBK

8 Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.
2l /Mentutt-Ii /2OO9
tentang Kriteria Dan
Indikator Penetapan Jenis
Hasil Hutan Bukan Kayu
Unggulan

F Penyusunan kriteria dan standar ini
dimaksudkan sebagai acuan dalam
penetapan jenis HHBK unggulan serta
menyamakan pemahaman dan langkah
dalam upaya pengembangan HHBK untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

) Sedangkan tujuannya adalah tersedianya
jenis-jenis HHBK unggulan yang akan
dikembangkan secara lebih terfokus dan
terarah menjadi komoditas Yang
mernpunyai nilai ekonomi tinggi baik di
tingkat nasional maupun daerah

v
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9 Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.
46lMenhut{i/2009
tentang Tata Caia
Pemberian lzin
Pemungutan Hasil Hutan
Kayu Atau Hasil Hutan Bukan
Kayu Pada Hutan
Produksi

) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang
selanjutnya disingkat IPHHK adalah
sebagaimana tercantum dalam Pasal I
angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2OO7 jo- Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008.

> lzin Pemungutan Hasil Hutan Bukan
Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK
adalah sebaga.imana tercantum dalam
Pasal I angka l7 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2OO7 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

10 Peraturan Menteri Kehutanan
RI Nomor : P.9l/Menhut-
I[t2014
tentang Penatau sahaan Hasil
Hutan Bukan Kayu yang
Berasal dari
Hutan Negara

Penatausahaan HHBK dari Hutan Negara
ditujukan untuk menjarnin hak Negara atas
semua HHBK yang berasaldari hutan
Negara yang dikelola atau dimanfaatkan
atau dipungutberdasarkan izin yang sah
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Terdapat beberapa hal yang diatur dalam
P.gl /2014 ini meliputi : (a)

Pemanenan/kmungutanHHBK,
pengukurandan pengujian, pelaporan
produksi HHBK sertapengesahan LP-HHBK;
(b) teknis pengangkutan HHBK; (c)
pembuatan Laporan Mutasi HHBK (LP-
HHBK); (d) kewajiban Pemegang izin atau
pengelola hutan dan pelaku usahauntuk
membuat laporan bulanan; (e) Pengawasan
dan Pengendalian; serta (0 Sanksi dan lain-
lain

II Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik
Indonesia Nomor :

P.54/MenLHK/Se$enlKum 1 /
6/2016 tentang
Tata Cara Pemberian dan
Perpanjangan ljin
Pemungutan Hasil
Hutan Kayu atau Hasil Hutan
Bukan Kayu pada Hutan
Negara.

) Maksud dan tujuan pengaturan pemberian
dan perpanjan gan lzin Pemungutan Hasil
Hutan Kayu (IPHHK) atau Hasil Hutan
Bul€n Kayu(IPHHBK) pada Hutan Negara
yang meliputi Hutan Lindung dan
HutanProduksi adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pemungutan hasilhutan
kayu atau hasil hutan bukan kayu pada
hutan negara,

) Dalam P.54/2O16 ini juga memuat (1)

syarat pemohon; (2) biayaperizinan dan
jangka waktu rjin; (3) Permohonan,

permohonandarr pe.nerbitan izin;
(4) perpanjangan ijin; (5) kewajiban dan
larangan; dan(6) pengendalian, pengawasan
dan pelaporan.

Sumber : Wibowo (2014 e NA Ranperda HHBK NTT (2017)
w
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S-2 TlnJaura KebtJatrn ffngbt Provlasl llTT

Saat ini Provinsi NTT sedang memasuki masa penJ lsunan RPJMD

tahun 2018-2O23 yang menjadi acuan dalam perumusan renstra

perangkat daerah. Untuk itu tinjuanan kebijakan daerah yang menjadi

dasar dalam pengembangan HHBK di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan

dibahas berdasarkal arahan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD

Provinsi NTT tahun 2OO5-2O25, Visi Misi Gubernur terpilih 2Ota-2O23

dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTT Tahun 2O14 - 2033.

1. RPJPD Provtrst IfTf tehun 2OO5-2O25 dalam Perda Provlart I|TT

Ifo 1 tehun 2d)8
Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2007'2026

adalah Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan adil. Visi ini

dijabarkan dalam enam misi pembangunan jangka panjang daerah.

Pengembangan HHBK tidak secara tersurat ditegaskan dalam RPJPD

Provinsi NTT tahun 2OO5-2O25 namun, pengembangan HHBK

berkaitan dengan misi ketiga darr keempat RPJPD Provinsi NTT

tersebut.

> utst ketlg : Mewujudkan Nusa Tenggara Tirnur sebagai wilayah

yang berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan melalui

pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan baik

sumberdaya manusia, ekonomi, sosial-politik, budaya dan

lingkungan untuk memperoleh kekuatan perubahan dan

ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan

masyarakat untuk mempertahankan persatuan, kesatuan jatidiri

serta hargadiri.

> Utlt keempet : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai

wilayah berkeseimbangan lingkungan adalah kemajuan,

kemandirian dan keadilan pembangunan wilayah berlangsung

dalam lingkungan yang berkesinbangal, serasi dan lestari, untuk

itu kerusakan sumberdaya alam dan

peran sumberdaya manusia dan IPTE

lingkungan dikurangi melalui

K.t
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b. Peningkatan peran kelompok tani dan lembaga koperasi

dalam pemasaran produk-produk HHBK; dan

c. Pengembangan kemitraan usaha dalam pemasaran hasil

HHBK

7. Progrem Penlngletan Promosl HIIBK Peda Level Provlnst

dan traslonal, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan pusat pemasaran produk HHBK di lokasi-

lokasi strategis; dan

b. Memanfaatkan kegiatan pameran/lomba di level

kabupaten, Provinsi maupun nasional untuk

mempromosikan HHBK.

8. Prognm Pentngkatan Uutu Produt-groduk HHBK, terdiri

atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan HHBK

bagi peningkatan kualitas produk; dan

b. Penyusunan standar kualitas nasn HHBK. Q
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Pada kedua rrrisi tersebut tersirat bahwa ketahanan ekonomi

dapat dilkukal melalui pengembangan potensi local daerah yang

m€ura salah satunya yaitu pengembangan HHBK, dimana dalam

pengembangan HHBK konsep keseimbangan dan keberlanjutan

lingkungan menjadi prioritas utama. Hat ini terruang dalam arah

kebijakan pembangunan jangka panjans daerah khususnya terkait

dengan mewujudkan daya saing masyarakat melalui mengoptimalisasi

Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam melalui

konservasi dan optimalisasi hasil hutan dengan cara :

F Pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk konservasi dan

meningkatlan pendapatan masyarakat' Optimasi manfaat hasil

hutan non-kayu, jasa lingkungan dan hasil hutan kayu. Penerapan

iptek pa.da selGor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat

dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan'

Pengakuan atas hak ulayat atas hut€n.

) Meningkatkal informasi mengenai perkembanga:r hutan konservasi

dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management

pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfatan hutan.

F Meningkatkan sumbangan subsektor kehutanan terhadap PAD'

) Penetapan kawasan hutan datan tata-ruang. Penyelesaian masalah

tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan

pertambangan). Perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai

nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah' Penegakan hukum

dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalak liar

dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan.

Meningkatkan penelitiaa satwa dan flora langka. Mengembangkan

flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pengkajian

dan peyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan

konservasi, lindung dal produksi berbasis masyarakat. Penataan

batas dan pemetaan hutan konservasi, lidung dan produksi.

) Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi

flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah

pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang d:rljrrdung.. Q
47



Melestarikan keanekaragaman hayati secara eksitu dan insitu.

Mengembangkan koleksi plasma nutfah dengan mendirikan

herbariun di tingkat provinsi. Mencegah introduksi spesies dan

varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang

merusak.

F Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti

tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman trans genis dan

Bioprospeksi dan Biopirasi dan meningkatkan pemahaman dalam

menilai sumberdaya alam.

2. Vtst tlst Gubemut Terplllh 2Ota'2O25

RPJMD 2Ola'2O23 juga menggambarkan cita-cita yang ingin

dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akal datang sesuai visi

Gubernur dan Wakil Gubernur, Yaitu :

.I|TT BAITGITIT UEWUJT'I'XAN UAIIYARAI(A'T AE AIITERA

DALAU SIIfGKAI I{BGARA XISATUAN

REPI'BLIK IITDONESIA'.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi, dan misi

tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

Sasaran pembanggnan dirumuskan untuk memberikan arah dan

batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang

tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalarn lima

misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-

2023. Pengembangan HHBK berkaitan erat dengan misi I, yaitu:

flsl I: fewqludtan mesyarehrt sc:lahteta, mandlrl dan edll

Misi perterna ini sekaligus merupalan kerangka acuan bagi

empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip

inclusiue yal<rri melibatkan semua stakeL'r.ldersdan dengal

pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar

pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek

ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelerrlbagaan. Q
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T\.rjuan strategis misi I tersebut yang menunjukkan kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi

dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan

NTT 2019-2023.

Tabel 3.2Tujuan, indikator darr sasaran Misi I RPJMD Provinsi Nfi
tahun 2O18-2O23

Secara garis besar, pengembangan HHBK berkaitan dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip incfusirrc

ya.krri metbatkan semua stakelnlders dan dengan pendekatan

berkelanjutan, dengan sasarannya adalah : 9

TUJUAN
INDIKATOR

TUWAN
SASARAN

STRATBCIS

IIfDIKATOR
SASARAII

UTA.UA
I 2 3 4

Mewqfudken
masyeratat

Ifusa
Tenggarr

Tlmur yeng
seJahtera

LeJu
Pettunbuban

Ekonoml
Dacrab

Pertumbuhan
ekonomi daerah
yang stabil dan
berkelaniutan

Pertumbuhan
PDRB

Pengurarlgan
kemiskinan

PDRB per kapita
Persentase

penduduk diatas
garis kemiskinan

Penciptaan
lapalgan kerja

d€rr
pengurangzrn

angka
pengangguran

Angla partisipasi
angkatan kefa

Mewqiu.rhon
truse

TeDgg8n
Ttmur yarg

mandlrl

Kemandlrlen
Ftrkel
Deereb

Membesarnya
Kontribusi PAD

dalam APBD

% PAD terhadap
total pendapatan

daerah

Mewujudkan
Ketahanan dan

Kedaulatan
Pangan

Pencapaian skor
PoIa

Pangan Harapan
(PPH)

Penguatan
cadangan

p€rng€rn

Penanganan
daerah

rawan pErng€rn
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) Pernrmbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan

F Pengurangankemiskinan

F Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka

penganggura'l

F Membesarnya Kontribusi PAD dalam APBD

F Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

3. RKTP lfPl tahun 2.014-2o33

Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTT Tahun

2Ol4 - 2033 dalam kebijakan dan strategi kawasan untuk konservasi,

untuk perlindungan hutal alam, untuk rehabilitasi maupun untuk

pengusahaan hutan skala besar dan kecil telah memberi ruang kegiatan

pemanfaatan dan pengembangan HHBK'

Berdasarkan tinjauan kebijakan baik di tingkat nasional maupun

daerah terlihat bahwa pengelolaan HHBK memiliki dasar yang kuat untuk

diimplementasikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal

tersebut maka kebiiakan tingkat nasional dan daerah tentang HHBK

menjadi dasar yang kuat bagi Grand Stratery Pengelolaan HHBK di

Provinsi Nusa Tenggara Timur. p
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BAB IV

XEBLIN(AI| PEIfG}ETBA.IIGAI{ IIEBK

Rencana Pengembangan HHBK Unggulan Provinsi NTT disusun

dengan mempedomani kebiiakan pembangunan dan sektoral baik di

tingkat nasional maupun tingkat local. Kebijakan pengembangan HHBK

Unggulan di Provinsi Nfi merupakan penjabaran dari kebijakan

pembangunan daerah baik itu jangka panjang maupun jangka menengah

daerah. Kebijakan tersebut haruslah dimulai dengan penetapan tujuan'

sasaran, strategi dan arall kebijakan. Arah Kebiiakan Umum

pengembangan HHBK Unggulan adalah merupakan arah untuk mencapai

tujuan bagi semua perangkat daerah dan stakeholder lainnya dalam

melakukan tugas dan fungsi masing-masing dalam pengmbalgan HHBK.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pengembangan HHBK

Unggulan Provinsi NTT, diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah

kebljakan pembangunan daerah baik jangka panjang mapun jangka

menengah untuk merumuskan program dan kegiatan sebagai bentuk

implementasinya.

4.1TuJuan &n Sasarea Pengembengaa HHBK

Tujuan ada.lah suatu kondisi yang akan dicapai sedangkan sasaran

pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang

menunjukkan kinerja pengembangan HHBK secara keseluruhan.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkal ke

sasarar, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujual, berupa hasil pengembangan HHBK yang diperoleh

dari pencapaian hasrl (antcomel program dan kegiatan.

Perumusan tujuan pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi Nusa

Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan hasil penelaahan pada

kebijakan-kebijakan baik tingkat nasional dan local yang disesuiakan

dengan kondisi dan potensi HHBK yang ada di NTT. Dalam proses

perumusan tujuan dan sasaran pengembangan HHBKdigunakan

pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan lndnstlJr.-temaikp



dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan

serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian

tujuan pengembangan HHBK. Sementara pendekatan integratif

dilaksanakan dengan menyatukan beberapa aktor untuk merumuskan

sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian

tujuan pengembangan HHBK. Setiap tujuan dan sas€rran pembangunan

disertai dengan indikator utama sasaran sebagai alat ukur yang jelas

dalam mengevaluasi kinerja pengembangan HHBK' Pemetaan tujuan'

sasaran dan indikator masing-masing sasaran terlihat pada tabel 4' 1'

Tebel 4.1.Tujuan & Sasaran Pengembangan HHBK Unggulan
di Provinsi NTT

No TuJuan Sasaran

A. KELOL/\ KAWASAN /A!!EK!BqDIJK9I

I
Pengembangan Data dan
Informasi Potensi komoditi
HHBK.

Tersedianya data dal informasi
potensi komoditi HHBK di dal"m dan
di luar kawasan hutal, dan
Terfokusnya pola Pengembangan
budidaya dan pemarrfaatan HHBK
pada areal kelola HKm dal kawasan
hutan lainnya.

2
Pengembalgan Budidaya
komoditi HHBK Unggulan

Meningkatnya persentase luas
tanam/populasi dan produktivitas
komoditi HHBK unggulan

Pengembangan Kapasitas
SDM Petani/KelomPok
Masyarakat Dalam Aspek
Budidaya HHBK dan
Pengelolaan Kawasan

Meningkatnya kaPasitas dan
keterampilan petani/kelomPok
masyarakat dalam budidaYa dan
pengolahan HHBK serta pengelolaan
kawasan

B. KELOLA KELEMBAGAAN

4

Pengembangan
Kelembagaan/ Organisasi
KelompokMasyarakat dan
Pemerintah

Meningkatnya kapasitas organisasi
dan peran kelompok masyarakat serta
pemerintah dalam pengelolaan HHBK

5
Pengembangan sistem
informasi HHBK

Terbangunnya basis data dan sistem
informasi yang dapat diakses secara
terbuka untuk mendukung
pengembangan usaha budidaya dan
pemanfaatan komoditas HHBK

6 Pengembangan penelitian
dan teknologi

Dihasilkannya paket-paket teknologi
budidaya dan pasca panen HHBK,
terutama HHBK unggulan, yang daPat
diadopsi oleh petani dalam
pengembangan HHBK
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ferjafinnya jejaring kerja semua
stakehnlders, mulai dari pemerintah'
pengusaha, petani, lembaga penelitian
dan pengembangan/ Perguruan Tinggi

Pengembangan jejaring
ke4a stakeholders HHBK

Tercapainya Penguatan dan
terbangunnya jejaring kerjasama
antara institusi di tingkat daerah
(kabupaten dan Provinsi) dengan
institusi di tingkat Pusat dalam
memfasilitasi Pengembangan HHBK
f"rseaiattya Perangkat
regulasi/kebijakan yang mendukung
dan memberikan insentif dan
disinsentif bagr Pengembangan

Penyiapan
regulasi/keb{iakan Yang
mendukung Pengelolaan
HHBK

KILOLA
tvtenlngtatnya nilai tambah komoditas

Pengembangan industri
pengolahan HHBK Meningkatnya PenyeraPan tenaga

lr{eningkatrrya sumber permodalan

Terwujudnya sistem pemasaran yang
m€rmpu menciPtakan harmonisasi
harga antara Petani di hulu danPengembangan Pemasaran

dan promosi HHBK
MeffiFatnyt j umlah dan harga jual

4.2 Strategl drn Arah KcbtJeLan Fengcmbaagan HIIBK U4gutaa

Strategi merupakan kebijakan dalam meneimplementasikan

program, dan sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan

pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi' Strategi juga

merutrrakan cara untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptua-l'

analitis, realistis, rasional dan komprehensif' Satu strategi dapat

terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran

bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk

mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalan mencapai tujuan dan

sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebilal<an merasionalkan $



pilihan strategi agar memifki fokus dan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya.Kriteria suatu rumusan arah kebijakan' adafah (i)

mempe{elas kapal suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (n)

dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah

alternatif strategi dibuat; (iii) membantu menghubungkan tiap-tiap

strategi kepada sasar.rn secara lebih rasional; dan (iv) mengarahkan

pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah dalarn merumuskan arah kebijakan dapat

dilakukan dengan mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap

tahun. Setelah sasaran dan target kinerja telah dapat dirumuskan,

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu

strategik terkait tiap tahun. Dalam menentukan atau mengindentifikasi

permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, dapat dilakukan

melalui FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi. Setelah isu

strategis telah dapat diidentifrkasi dan dirmuskan' larykah berikutnya

yaitu merumuskan draft arah kebiiakan, menguji apakah rancangan arah

kebilakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangaldan

langkah teralhir yang sangat penting dan menentukan dalam upaya

mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan adalalt

memutuskan arah kebijakan.

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut diatas, dalarn upaya

pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi Nfi, maka rumusan strategi

darl arah kebijakan sebagaimanadapat dilihat pada Tabel 4.2 benlatt: t$
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Tabel4.2. Tujuan, Sasaran, Strategr dan Arah Kebijakan Pengembangan HHBK Unggulan

No. \fuan Sasaran Strategl Arah Kebfiakan

1

Pengernbangan Data dan
Informasi Potensi
Komoditi HHBK.

Tersedianya data dan informasi
potensi komoditi HHBK di
dalam dan di luar kawasan
hutan

melaksanakan survei status dan
kondisi umum, serta
kondisikomoditi HHBK dengan
melibatkan multi pihak

Pengelolean
Kawesan den
hulu produksl

Terfokusnya pola
pengembangan budidaya dan
pemanfaatan HHBK pada areal
kelola HKm dan kawasan
hutan lainnva

daerah Provinsi NTT;

pengembangan HHBK
ungPnrlan

2
Pengembangan
Budidaya Komoditi
HHBK Unggulan

Meningkatnya persentase luas
tanam/populasi dan
produktivitas komoditi HHBK
unggulan

F mengoptimalkan pemanfaatan
ruang tumbuh;

D melakukan pengayaan secara
bertahap komditi HHBK
danHHBK non-unggulan yang
sudah tidak produktif, darr

) melakukan kegiatan
pembibitan disesuaikan
dengan kondisi local setempat

3 Pengembangan
Kapasitas SDM
Petani/Kelompok
Masyarakat Dalam
Aspek Budidaya HHBK
dan Pengelolaan
Kawasan

Meningkatnya kapasitas dan
keterampilan petani/kelompok
masyarakat dalam budidaya
dan pengolahan HHBK serta
pengelolaan kawasan

dan pelatihan serta akses
informasi kepada
petani/ kelompok masyarakat.

dan berkala terhadap
masvarakat

4
Pengembangan
Kelembag aan I Or ganisasi
KelomOokMasyarakat

Meningkatnya kapasitas
organisasi dan peran kelompok
masyarakat serta pemerintah

penguatan terhadap
organisasi kelompok

Pengelolaan
Kelembagaen
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dan Pemerintah dalam pengelolaan HHBK masyarakat pengelola HHBK;
dan

kelembagaan pemerintah
daerah dalam penanganan
HHBK

5
Pengernbangan sistem
informasi HHBK

Terbangunnya basis data dan
sistem informasi yang dapat
diakses secara terbuka untuk
mendukung pengembangan
usaha budidaya dan
pemanfaatan komoditas HHBK

meningkatkan ketersediaan dan
aksesibilitas data dan informasi
HHBK.

6 Pengembangan
penelitian dan teknologi

Dihasilkannya paket-paket
teknologt budidaya dan pasca
panen HHBK, terutama HHBK
unggulan, yang dapat diadopsi
oleh petani dalam
pengembangan HHBK

HHBK unggulan;

hasil riset

7
Pengembangan jejaring
kerja staketwlders HHBK

Terjalinnya jejaring kerja
semua stakelwlders, mulai dari
pemerirrtah, pengusaha, petani,
lembaga penelitian dan
pengemban gan / Perguruan
Tinssi dan LSM;

Membentuk forum kerjasama
multi pihak perrgelolaan HHBK di
tingkat sentra pengembangan
HHBK unggulan;

Tercapainya penguatan dan
terbangunnya jejaring
kerjasama antara institusi di
tingkat daerah (kabupaten dan
provinsi) dengan institusi di
tingkat pusat dalam
memfasilitasi pengembangan

Meningkatkan koordinasi darr
mengembangkan j ejaring ked a
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HHBK

8

Penyiapan
regulasi/ kebijakan yang
mendukung pengelolaan
HHBK

Tersedianya Perangkat
regulasi/kebijakan Yang
mendukung dan memberikan
insentif dan disinsentif bagi
pengembangan komoditas
HHBK

Membenhrk dan/atau
menetapkan peraturan dan
perijinan terkait pengelolaan
HHBK

9
Pengernbangan indu stri
pengolahan HHBK

Meningkatnya nilai tambah
komoditas HHBK sentra pengembangan HHBK

unggulan;

kemasan produk HHBK

Pengelolaan
usaha/blsnts

Meningkatnya penyerap€rn
tenaga kerja lokal.

Mengembangkan usaha agro-
industri HHBK berbasis industri
rumah tangga (homeindustry).

10
Pengernbangan
permodalan bagi usaha
HHBK

Meningkatnya sumber
permodalan bagr Petani,
pengusaha dan koperasi

) Mengembangkan skema-skema
bantuan permodalan; dan

) Mengembangkan sistem
permodalan secara swadaya

11
Pengembangan
pemasaran dan pronrosi
HHBK

Ter"wujudnya sistem
pemasaran yang mampu
menciptakan harmonisasi
harga antara petani di hulu
dan industri di hilir;

Membangun tata niaga HHBK
melalui kegiatan misi dagang dan
pameran dagang yang daPat
mendorong peningkatan
pendapatan petani dan swasta
secara seimbang;

Meningkatnya jumlah dan
harga jual produk HHBK produk HHBK
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4.3 Program dan Kegleten Peagembongqa HHBK Ungguhn

Dalam konteks pengelolaan HHBK di Provinsi NTT, program dan

kegiatan dikelompokkan berdasarkan tiga pilar pengelolaan, yaitu

kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha/bisnis.

A. Kelola Naeasen

Program dal kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola

kawasan adalab sebagai berikut:

1. Progran Inve[tarlBasl &n ldentlllLasl Poteasl Teanmsn

HHBK, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan identifftasi tanaman HHBK pada kawasan

hutan tanaman;

b. Inventarisasi dan identilikasi tanaman non HHBK dan HHBK

non unggulan yang tidak produktif;

c. Inventarisasi dan identifikasi tanaman HHBK pada kawasan

hutan alam, dan

d. Inventarisasi dan identifikasi tanaman HHBK di luar kawasan

hutan.

2. Progran Selehst dan Ernluerl Jenls HIIBK Unggulen

I(abupeten, mencakup kegiatan: Pengumpulan dan pengolahan

data HHBK sesuai kriteria dan indikator untuk penetapan HHBK

unggulan

3. Program Rehrbt[tasf lluter der lahan, terdiri atas kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a. Pemetaan lokasi/areal untuk pengayaan HHBK unggulan;

dan

b. Pengayaal HHBK unggulan.

4. Program Pengadaan Bftft Ulggul IIHBK Unggufan, meliputi

kegiatan-kegiatan ldentifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber

benih tanaman penghasil HHBK crrrgsalan; A

52



a. Pembangunan kebun bibit ralryat (KBR) yang

menyediakan bibit unggul komoditas HHBK unggulan;

dan

b. Bantuan bibit tanaman HHBK unggulan.

5. Program Penlngtetan Kaposltes dan Keterampllen

Pctaai/Ketompot Masyaratet ddam Aspek Budidaya HHBK

dan Pengelolaan Kawasan, terdiri atas kegaiatan-kegiatart

sebagai berikut:

a. Penyelengaraan binbingan dan penyuluhan,

pendampingan, serta pelatihan tentang: teknik budidaya

dan pemanenan HHBK, teknik konservasi tanah dan air'

perlindungan dan pengamanan hutan, dan manajemen

usahatani HHBK;

Demonstrasi plot HHBK unggulan dengan teknologi hasil

riset (misal: teknik kultur jaringan dan penggunaan

bioteknologi) melibatkan kelompok masyarakat;

Pembangunan percontohan pengelolaan HHBK

unggulan tertentu secara terpadu (dari hulur ke hilir);

Fasilitasi pelaksanaan studi banding dan magang

kelompok tani maju/kontak tani ke daerah-daerah yang

sudah maju pengeloLaan HHBK;

Fasilitasi kunjungan silang antar kelompok masyarakat

pengelola HHBK dalam satu kawasan dan/atau lintas

kawasan: dan

ToT petani sebagai penyuluh swadaya/mandiri.

Kelola Kelembagaan/ pengolahan

Program dal kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola

kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Progrem Pembentukan dan Pelguatan Organisast

Kelonpok Masyaraket Pengelole HHBK, mencakup

beberapa keglatarl Aerkut: 4!



a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan lemboga

pengelola HHBK;

b. Fasilitasi pembentukan sentre-scntre pengenbangan

111911 n'ggulan provinsi Nfi
c. Peningkatan kapasitas manajerial pengurus organisasi

kelompok masyarakat melalui pelatihan, sekolah lapang'

magang, dan studi banding; dan

d. Fasilitasi pembentukan koperasi pengelola hasil hutan;

2. Progrem psnlngtretan l(.Ecsttas Kclenbagaaa dan

Aperatur Pemerhtah Terhalt dalam Pengembangan HHBK,

terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan satuan tugas SKPD terkait dalam

penanganan HHBK;

b. Rekruitmen aparat penyuluh kehutanan;

c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh

kehutanan dalam memfasilitasi kelompok pengelola

HHBK metalui pelatihan dan studi banding; dan

d. Peningkatan frekuensi kunjungan penyuluh kehutanan

ke kelompok pengelola HHBK.

3. Progrrm Pengembengan Baslg Data &n Slsten Inforresl
HHBK, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan pedoman penyediaan data dan informasi

HHBK;

b. Pengembangan sisteminformasi HHBK melalui ueb site

untuk mempermudah aksesinformasi potensi HHBK;

dan

c. Pembangunan pusatinformasi HHBK di tingkat

kabupaten.

4. Progrrm Pengembangan Penelltian dea Tellologt IIIIBK'

meliputi kegiatan-kegiatan sebogai betrl<ut: Q
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a. Pengembangan riset teknologi budidaya dan pengolahan

(pasca panen) HHBK unggulan oleh lembaga penelitian

dan pengembangan dan perguruan tinggi; dan

b. Fasilitasi pelaksanaan penelitian oleh petani'

5. Program Pemaahatan Hasll'hasll Rtset IIHBK' terdiri atas

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Diseminasi hasil-hasil riset melalui seminar, workshop,

leaflet, dan pembangunan areal model (demplot) hasil

riset HHBK bersama masyarakat.

6. Program Penguaten JeJarirg KerJe Sema Stalceho'd.erc

HHBI( dt Tfngkat Kabupaten, mencakup kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. lokakarya inisiasi pembentukan forum kerjasama multi

pihak pengelolaan HHBK; dan

b. Temu usaha multi pihak pengelola HHBK'

7. Program Pentngkatan Koordlnasl dan JeJarirg

Ketltstakehotders HHBK di Tingkat Kabupaten dengan

Stakeholders HHBK di Tingkat Provinsi dan Pusat, terdAi

atas kegiatan-kegiatal:

Membangun jejaring kerja dan meningkatkan koordinasi

antAr stake lntders HHBK di tingkat kabupaten dengan

stakelnlders HHBK di tingkat provinsi dan pusat; dan

Meningkatkan dan memperkuat koordinasi lintas SKPD

di tingkat kabupaten dan propinsi maupun lintas

departemen dalam pengembalgan komoditas dan

industri HHBK

8. Prognm Pengembengra Regulasl dan/atau KebtJakan

untuk mendukung Pengembangan HHBK Unggulan, meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan HHBK unggulan daerah dan sentra-sentra

wilayah pengembangan HHBK unggul an daerah; Q
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b. Penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman

pengembangan HHBK di Provinsi NTT ;

c. Pengembangan regulasi dan/atau kebijakan yang

merangsang usaha budidaya HHBK unggulan' baik di

dalam mauPun di luar kawasan hutan;

d. Pengembangan regulasi dan/atau kebljakan ya^g

merangsang iklim investasi pada bidang pengolahan dan

pemasar€rn Produk HHBK; dan

e. Pengembangan kebilakan pengaturan dan pengelolaan

HHBK lintas sektoral

9. Program Peagembengan lzln ueahe HHBK, terdiri atas

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penerbitan izin usaha pemungutan dan pemanfaatal

HHBK:

b. Penyederhanaan prosedur perizinan pemanfaatan HHBK;

dan

c. Menurunkan atau menghapus biaya transaksi

1O. Progrem Revltellsasl l{lht'nttet Budaya LoLal dan

Aturen Maln Kelonpok HHBK, meliputi kegiatan-kegiatan

sebogai berikut:

a. Identifikasi dan kajian peran kelembagaan/nilai-nilai

budaya lokal dalam mendukung pengembangan HHBK;

b. Fasilitasi penJrusunan aturan main dan pendampingan

dalam irnplementasinya

C. Kelole Usaha/Btrnte/pemasaran

Prograrn dan kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola

usaha/bisnis adalah sebagai berikut:

1. Progrem Pedngkrtsn Kenanpuan Tekaologl ladustri'

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pelatihan, kursus, magang' dan studi

bandng; !
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b. Fasilitasi bantuan peralatan produksi pengolahan HHBK;

dan

c. Pembinaan teknologi industri secara berkelanjutan.

2. Program Pengenbangan Sentra Usaha Pengolehs! HIIBK'

terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi potensi pengembangan agroindustri

rumahtangga di masing-masing wilayah; dan

b. Pembuatan pilot proyek sentra usaha agroindustri HHBK

unggulan tertentu di setiap kecamatan/wilayah

3. Prograa Fasllltasl fodal Usrha kepoda Petrnl'

Penguseba, &n Koperesl, meliputi kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Kajian skema insentif permodalan yang sesuai bagi

petani, terutama untuk mengatasi praktek sistem ijon;

dan

b. Fasilitasi modal usaha kepada petani dan pengolah

HHBK yang membutuhkan melalui: hibah, bantuan

bergulir, kredit lunak, subsidi, dan kredit komersial

disesuaikan dengan kondisi setempat.

4. Prognm p6llngtarraa Peratr Kolrcrasl dan Pergembenga!

Skema Pemuputan Uodrl yang Sesuai Kondisi Masyarakat

Setempat, mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam upaya

pemupukan modal secara swadaYa

5. Progrem Pontnghatan Eflslensl Pcrdagrrgan Dalen lfegcrl

Pasar Komodttas IIIIBK, mencakup kegiatan sebagai

berikut:

a. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

HHBK.

6. Program Eengcnbengaa Pemrsarrn Bersrma IIHBK, terdiri

atas kegiatan-kegratan sebagai berikut:

a. Pembentukan asosiasi pelaku usaha HHBK; tl!
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BAB V

UOITITT'RII| G DAII TVALUASI PEITGEIOI"AAIT IIHBK

5.1 Pengrnt r fonttorlng dan Braluesl

Pengelolaan HHBK yang lestari (sustainablel mernerlukan

kegiatan pengawasan yang didukung oleh kegiatan monitoring dan

evaluasi (monev) yang terstruktur dan terencana. Pengawasan adalah

salah satu program dalam pengelolaan HHBK yang harus

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pengelolaan HHBK di Provinsi NTT.

Giambar 5.1.
Alur Kerja Proses Monitoring dan Eva-luasi

flgiatan Pengelolaan H HBK ry

Pengembangan
Programrkegiatan
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Proses Monev dalam pengelolaan HHBK pada dasarnya telah

dilakukan sejak rencana program dibuat' Disini kegiatan Monev

ditujukan untuk memastikan supaya arahan renc€ula program yang

dibuat dapat sesuai dengan yang diharapkan dan yang terpenting lagi

agar pelaksana€rn program dapat dilakukan secara efektif' Disamping

itu, monev yang efektif akan dapat menentukan apakah rencana Q anl

yang dibuat serta proses prencanaannya sesuai target / sasaran atau

tidak. Monev disini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana hasil yang

telah diperoleh. Jika kegiatan telah mencapai sasaran atau target yang

diinginkan, maka perlu dibuat system pengendalian dan pemeliharaal

secara efektif agar capaial yang diperoleh bias dipertahankan atau

bahkan ditingkatkan kualitas maupun kinerjanya (performance)' Jika

seandainya hasil yang dicapai belum memenuhi target, mal<a perlu

pengembangan komponen-komponen renczura, reaktifikasi program'

maupun penyesuaian fiustifrkasi) kegiatan kearah temuan-temuan

yang diperoleh dari hasil evaluasi.

Untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu sistem

monev yang terstruktur dan terencana. Pembangunan sistem

pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan terencana perlu

dilaksanalan oleh Pemerintah Provinsi, dan Unit Pelaksana Tugas

(UPT) yarlg menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi di tiap

daerah. Pembahasan sistem pemantauan dan evaluasi oleh

Pemerintah Provinsi ini meliputi segala aspek pengelolaan yang

dilaksanakan oleh lembaga pengelola HHBK dan oleh unit usaha

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) yang ada.

Apabila kegiataa pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik sesuai

dengan standar kriteria dan indikator kinerja pengelolaan HHBK yang

baik, maka kegiatan monev pengelolaan HHBK akan memberikal hasil

yang optimum.

Pemantauan (monitoring) pengelolaan HHBK merupakan proses

pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk

men5rusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan yang I



pelaksanaannya dilakukan secara periodik dal terus menerus

terhadap masalah: jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil

kegiatan (output), dampak kegiatan (impact and outcome) dan faktor

luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit

monev, baik internal maupun oleh para pihak (stakeholders) terhadap

seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek :

perencanaan, produksi, pengolahal dan pemasaran.

Evaluasi pengelolaan HHBK adalah penilaian terhadap kineda

program kegiatan melalui proses analisis data dan falrta dari hasil

pemarrtauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya

mulai dari penyusunan rencana prograrn' pelaksanaan program (post

etnluation), dan pengembangan program pengelolaan HHBK' Evaluasi

meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis

(dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja

pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana

dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, y^fig dapat

dilaksanakan oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu

dilakukan oleh pihak ketiga secara objelrtif dan tidak bias, yang

meliputi aspek: perencanaan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pengumpulan data untuk monev dirancang mengikuti format baku

yang telah ditetapkan menumt jenis datanya. Pencatatan mencangkup

pengamatan data rutin (input, proses, output, impact dan antamesl,

dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

5.2 Krlterla dar Iaditator Pcngclolean EIIBK

Penetapan kriteria dan indikator pengelolaan diupayakan agar

relevan dengan tujuan pengelolaan HHBK dan diharapkan mampu

menentukan bahwa kegiatan pengelolaan HHBK dianggap berhasil

atau kurang/tidak berhasil. Dengan kata lain status atau "kesehatal"

pengelolaan HHBK dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria-

krteria dan indicator sebagai betll<ttt. /

o.f



Tabel 5.1 Kriteria, Indikator dan Penilaian dalam Monev Pengelolaan HHBK

No Krlterla Indlkator Standar Penllalan Skor

1 Perencanaan

Tersedia data biofrsik (topograli,
iklim, jenis tanah, status lahan, dll),
potensi HHBK dan jasa lingkungan
untuk bahan penyusunan
RKUPHHBK dan RKT

Tersedia data biofisik, potensi HHBK dan
jasa lingkungan

e

Hanya tersedia 2 data dari 3 data Biofisik,
loJensi HHBK dan j4 a lingkungan 2

Hanya tersedia I data dari 3 data Biofisik,
Potensj HHBK dan jasa lingkunsan 1

Ketersediaan dokumen RKUPHHBK
dan RKT

Tersedia dan disahkan Kepala Dinas
terkait

a

Masih rancangan dan belum disahkan
Kepala-pinas terkait 2

Tidak ada sama sekali 1

Keterlibatan pengelola HHBK,
masyaiakat, perempuan dan
stakeholder terkait dalam
penyllsunan RKUPHHBK dan RKT

Melibatkan pengelola, masyarakat,
perempuan dan stakeholder terkait
Melibatkan pengelola saja 2
Dibuat q!9!1 pihak larn I

I-aporan produksi HHBK minimal
memuat jenis dan volume yang
diarur sesuai Peraturan terkait

3 kali setahun
2 kali setahun
1 kali setahun 1

Kegiatan penanaman & peremajaan
HHBK sesuai RKUPHHBK/ RKT

Mencapq! target > 80%
Mencapai target 50 - 8O%
Mencapai target < 507o 1

Menbayar pungutan sesuai PSDH
3 kali setahun
1 kali setahun
Tidak menentu atau kadang- kadang I

Pelakqanaan kegiatan perlindungan 3 bulan sekali
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area sekitar HHBK (kebakaran, 6 bulan sekali 2
Tidak menentu atau kadane-kadang 1

Penatausahaan HHBK (disesuaikan
dengan PUH pada Hutan Negara &
Hutan Hak)

Semua dokumen & pelaporan PUH
lengkap 3

Dokumen & pelaporan PUH hanya 5O%
tersedia 2

Dokumen & pelaporan PUH < 5oo/o
tersedia 1

3 Pengolahan

Pengurus kelompok usaha/ koperasi
di bidang usaha prengolahan

Ada 3
Ada dokumen, tapi tidak lenskap 2
Tidak Ada 1

Kegiatan pelatihan penguatan
kelompok/ koperasi usaha
pengolahan

3-4 kali setahun 3
2- 3 kali setahun 2
< 2 kali setahun 1

Produk pasca panen/produk olahan

Diolah, berkemasan, berlabel dan
bersertifikat laik POM 3

Diolah dan berkemasan, tetapi belum
berlabel & bersertifikat 2

Tidak diolah atau berkemasan 1

4 Pemasaran

Jaringan pasar hasil produksi
Keluar Daerah 3
Lokal 2
Tidak Ada 1

Frekuensi mengilarti
pameran f promosi produk

3-4kalisetahun 3
1-2kalisetahun 2
Tidak Pernah 1 e
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5.3 Tahepen Pelakcanran [onev
Terdapat paling kurang 5 tahapan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pengelolaan HHBK yaitu : persiapan, pengumpulan data,

analisis data, kesimpulan dan rekomendasi, serta pelaporan

sebagaimana yang terlihat pada Garnbar 5.2 berikut.

Gambar 5.2
Langkah- Langkah Monev PengeloLaan HHBK

Dalam tahapan persiapan dimulai dari pertemuan pelaksana

monev untuk menyepakati agenda dan prosedur monev,

pemeriksanaan dokumen RKUPHHBK/RKT, menetapkan target monev,

dan lain-lain. Setelah perencanaan kemudian dilanjutkan

pengumpulan data dimana data harrs memenuhi 3 kaidah yaitu valid,

akurat dan terpercaya yang diperoleh melalui proses wawancara,

survey atau sensus, pengamatan lapangal serta pemeriksaan

dokumen sehingga akan dapat dipilah 2 jenis data yaitu data primer

dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan skoring

sesuai nilai (skor 1-3 dimana jika tidak memenuhi sama sekali

indicator maka nilainya 0) serta dianalisis menggunakan pendekatan

statistika deskriptif. Hasil penilaian akan menghasilkan total skor dari

selumh kriteria dan indikator akan digunakan untuk menentukan

tingkat keberhasilan pengelolaan HHBK yaitu :

1. Skor > 3O menunjukkan kategori pengelolaan HHBK sangat baik;

2. Skor 20 - 30 menunjukkan kategori pengelolaan IHBK baix;; 4l-
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3. Skor 10-20 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK yang

cukup baik (moderate);

4. Skor < 10 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK yang kurang

baik.

Setelah dilakukan analisis data, maka perlu dilakukan penarikan

kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan pernyataan

singkat yang disusun dari hasil analisis data, sedangkan rekomendasi

merupakan pernyataan utama dan penting dari seluruh hasil monev'

Rekomendasi bukan saran, tapi usulan tindakan konkrit' Setelah

perumusan kesimpulan dal rekomendasi, maka pelaporan menjadi

muara akhir dari seluruh tahapan kegiatan pengendalian pengelolaan $



BAB VI
PEMTTUP

Grand Strateg/ Pengelolaan HHBK Unggulan di Provinsi NTT

merupakan amanat dari Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi NTT yarlg

memuat penetapan HHBK unggulan dan pembentukan sentra HHBK

unggulan, pengelolaan, pemanfaatan, pemungutan, penatausahaan

sampai pada pembinaan dan pengendalian serta pembiayaan. T\rjuan

pembuatan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran, ara.l

dan kebijakan bagi seturuh stakeholder dalam mengelola HHBK

Unggulan di Provinsi NTT, sedangkan sasarannya yang ingm dicapai

adalah: a). mengelola produksi HHBK unggulan, baik yang bersifat

ekstraktif maupun budidaya di Provinsi NTT secara lestari, b)-

mengolah HHBK Unggulan secara optimal sehingga memberikan

manfaat ekonomis, ekologis dan sosial secara maksimal dan c).

memasarkan HHBK Unggulan secara terpadu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukal sesuai dengan

Permenhut Nomor : P. 21/Menhut-ll/2oo9 tentang Kriteria dan

Indikator Penetapan HHBK Unggulan, Provinsi NTT memiliki HHBK

UngguLan sebanyak 14 komoditi yang terdiri dari : Kemiri, Bambu,

Madu, Mete, Pinang, Irntar, Asam, Pala, Kelor, Sirih, Alpukat, Kayu

putih, Kutu lak dan Kenari. Ruang lingkup Grand Strategr ini meliputi

aspek Perencanaan pengelolaan sentra HHBK unggulan, Pengelolaan

kelembagaan dan pengelolaan usaha bag pemanfaatan serta

Pengembangan HHBK unggulan di Provinsi NTT.

Provinsi NTT memiliki 3.27O desa/kelurahan dan terdapa.t 2.308

ata'u 7lo/o desa/kelurahan tersebut berada disekitar dan enclave dari

kawasan hutan. Namun data lain justru memperlihatlan bahwa nasih

terdapat sekitar 4 juta jiwa atau 79.43o/o warga yang termasuk dalam

kelompok pra sejahtera dan umumnya berpendidikan rendah. Hal ini I



sanBat kontras dengan potensi HHBK yang cukup besar' yang apabila

dikerola dengan maksimal akan meningkatkan pendapatan masyarakat

di ctalam maupun disekitar kawasan hutan serrta meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah . . clan misi Gubernur &
Dokumen ini juga sejalan dengan vrsr 

'

Wakil Gubernur terpilih Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023' maka

pengelolaan HHBK dapat mendorong tercapainya visi "I[TT banglrtt

menulu oasyaraket soJahtera dalam btngkai Ifegara Kesatuan BI"

dan HHBK sesuai dengan misi pertama 'pendekatan pembangunan

yang bersifat inklusif dan berkelanjutan" '

Semogadokumeninitidakmenjadifilematiyangtersimpandi
dalam kotak arsip semata-mata tetapi dengan penuh kesungguhan

dapat digunakan bagi kebaikan semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
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